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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya, Kajian Efektivitas Program UMKM Center bagi
Pengembangan UMKM Kota Surakarta ini dapat disusun dan diselesaikan
dengan baik. Kajian ini disusun sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kota
Surakarta dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berbasis bukti,
khususnya dalam mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) sebagai penggerak perekonomian daerah.

Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai pelaksanaan dan efektivitas Program UMKM Center dalam
meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, serta mendorong
pertumbuhan dan daya saing UMKM di Kota Surakarta. Hasil kajian ini
diharapkan dapat menjadi dasar analitis dalam penyempurnaan desain dan
implementasi  kebijakan pengembangan UMKM, sekaligus mendukung
pengambilan keputusan kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kajian ini dapat diselesaikan berkat kerja sama dan komitmen seluruh tim
penyusun, serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Kami menyadari bahwa
kajian ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan yang
konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan ke depan. Semoga kajian
ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi penguatan ekosistem
UMKM serta pembangunan ekonomi Kota Surakarta secara berkelanjutan.

Surakarta, Juli 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Surakarta

Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Kentis Ratnawati, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196704021990082001

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi
oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama
perekonomian Kota Surakarta dengan kontribusi signifikan terhadap penyerapan
tenaga kerja, penguatan ekonomi lokal, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam
konteks dinamika ekonomi perkotaan yang semakin kompetitif serta percepatan
transformasi digital, Pemerintah Kota Surakarta mengembangkan Program
UMKM Center sebagai pusat layanan terpadu untuk meningkatkan kapasitas,
daya saing, dan keberlanjutan UMKM. Program ini dirancang untuk menjawab
tantangan struktural UMKM, khususnya keterbatasan akses pasar, permodalan,
legalitas usaha, dan kapasitas manajerial.

Kajian Efektivitas Program UMKM Center bagi Pengembangan UMKM
Kota Surakarta disusun sebagai bagian dari penerapan evaluasi kebijakan
berbasis bukti (evidence-based policy). Tujuan utama kajian ini adalah menilai
efektivitas pelaksanaan Program UMKM Center, mengidentifikasi faktor
pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang
aplikatif untuk penyempurnaan program ke depan. Kajian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan jenis evaluasi kebijakan, berbasis studi
dokumentasi terhadap dokumen perencanaan daerah, laporan pelaksanaan
program UMKM Center Batch 1 dan Batch 2, data statistik resmi, serta regulasi
dan kebijakan terkait.

Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual dan kebijakan,
Program UMKM Center telah dirancang selaras dengan arah pembangunan Kota
Surakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-
2029, RKPD Tahun 2026, serta agenda pembangunan nasional, khususnya
penguatan ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja. UMKM Center
diposisikan sebagai instrumen operasional kebijakan yang mengintegrasikan
layanan pendampingan, inkubasi wusaha, fasilitasi pemasaran, akses
pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi dalam satu ekosistem layanan terpadu.

Dari sisi tata kelola dan perencanaan fiskal, Pemerintah Kota Surakarta
menunjukkan komitmen kebijakan yang kuat melalui dukungan anggaran yang
signifikan untuk Program UMKM Center. Struktur alokasi anggaran diarahkan
pada kegiatan yang secara langsung menyentuh kebutuhan utama UMKM,
seperti fasilitasi akses pasar melalui outlet pemasaran strategis,
penyelenggaraan event promosi, inkubasi usaha, serta peningkatan kapasitas
sumber daya manusia. Pola alokasi ini mencerminkan pergeseran pendekatan
dari program bantuan yang bersifat jangka pendek menuju investasi kebijakan
yang berorientasi pada peningkatan kapasitas dan keberlanjutan usaha.
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Dari aspek pelaksanaan, Program UMKM Center telah berjalan secara
operasional melalui berbagai subprogram utama, antara lain eskalasi bisnis,
konsultasi UMKM, bantu modal, dan bantu jual. Program ini berhasil menjangkau
ribuan pelaku UMKM melalui kegiatan inkubasi, pendampingan, dan promosi.
Keberadaan UMKM Center Festival, fasilitasi pemasaran di lokasi premium, serta
dukungan legalitas usaha menunjukkan bahwa program ini mampu membuka
akses UMKM ke pasar yang lebih luas dan terstandarisasi. Secara umum,
pelaksanaan program menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dan respons
positif dari UMKM.

Dari sisi efektivitas, kajian ini menemukan bahwa Program UMKM Center
telah memberikan dampak positif terutama pada aspek formalisasi usaha,
peningkatan akses pasar, dan penguatan jejaring UMKM. Indikasi peningkatan
omzet, peningkatan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta peningkatan
kesiapan UMKM untuk memenuhi standar pasar modern menunjukkan bahwa
program ini berkontribusi dalam mendorong UMKM untuk “naik kelas”. Program
ini juga memiliki korelasi positif dengan upaya penanggulangan kemiskinan dan
penguatan ekonomi inklusif di Kota Surakarta.

Namun demikian, kajian juga mengidentifikasi sejumlah tantangan yang
membatasi optimalisasi efektivitas program. Tantangan utama meliputi
keterbatasan rasio tenaga pendamping dibandingkan dengan jumlah UMKM
yang sangat besar, kesenjangan literasi dan adopsi teknologi digital, serta belum
konsistennya kapasitas produksi dan manajemen usaha untuk memenuhi
permintaan pasar secara berkelanjutan. Selain itu, meskipun capaian output
program relatif baik, penguatan aspek outcome dan keberlanjutan hasil masih
memerlukan perhatian lebih lanjut.

Dari perspektif kualitas kebijakan, Program UMKM Center berkontribusi
positif terhadap peningkatan kualitas kebijakan daerah melalui penerapan prinsip
perencanaan berbasis data, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran,
serta pelaporan kinerja program yang relatif terstruktur. Program ini juga selaras
dengan prinsip Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), khususnya pada aspek
kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi desain program, dan akuntabilitas
pelaksanaan. Dengan penguatan mekanisme evaluasi berbasis outcome dan
sistem data UMKM yang terintegrasi, UMKM Center berpotensi menjadi model
praktik baik (best practice) pengembangan UMKM di tingkat daerah.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, Program UMKM Center dinilai efektif
sebagai instrumen kebijakan pengembangan UMKM Kota Surakarta, namun
masih memerlukan penyempurnaan untuk meningkatkan pemerataan manfaat,
keberlanjutan dampak, dan adaptasi terhadap tantangan digitalisasi. Kajian ini
merekomendasikan penguatan program dari pendekatan event-based menuju
process-based, peningkatan kualitas dan jumlah pendamping, transformasi
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digital yang lebih inklusif, penguatan standar kualitas produk dan akses pasar
berkelanjutan, serta optimalisasi sistem data UMKM sebagai dasar pengambilan
keputusan kebijakan.

Secara keseluruhan, Kajian Efektivitas Program UMKM Center ini
diharapkan menjadi dasar strategis bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam
menyempurnakan desain dan implementasi kebijakan pemberdayaan UMKM,
sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan ekonomi daerah yang inklusif,
berdaya saing, dan berkelanjutan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kajian

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara luas diakui
sebagai pilar utama perekonomian daerah karena kontribusinya terhadap
penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta penguatan
struktur ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (Gunawan, 2025).
Dalam konteks pembangunan daerah, UMKM tidak hanya berfungsi sebagai
unit produksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang berperan
dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pendapatan dan pemberdayaan lokal (Kurniadi &
Wishnu Wardana, 2024). Berbagai studi menunjukkan bahwa daerah dengan
ekosistem UMKM yang kuat cenderung memiliki ketahanan ekonomi yang
lebih baik terhadap guncangan eksternal, termasuk krisis ekonomi dan
perubahan struktur pasar global (Suharyanto et al., 2024). Oleh karena itu,
penguatan UMKM menjadi agenda strategis dalam kebijakan pembangunan
nasional maupun daerah, khususnya pada periode pascapandemi dan
transisi menuju ekonomi berbasis inovasi. Pemerintah daerah dituntut untuk
menghadirkan kebijakan yang tidak hanya bersifat fasilitatif, tetapi juga
mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM secara
berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, efektivitas intervensi kebijakan
menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan UMKM di tingkat lokal.

Kota Surakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi,
perdagangan, dan jasa di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik UMKM
yang beragam, baik dari sisi skala usaha, sektor ekonomi, maupun tingkat
kesiapan UMKM. UMKM di Kota Surakarta berkembang dalam berbagai
sektor unggulan, seperti perdagangan, industri kreatif, kuliner, fashion, dan
jasa berbasis budaya yang selaras dengan identitas kota sebagai pusat
budaya dan pariwisata. Peran UMKM dalam perekonomian Kota Surakarta
tercermin dari kontribusinya terhadap PDRB serta kemampuannya dalam
menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan (BPS Kota Surakarta, 2024a).
Namun demikian, dinamika lingkungan usaha yang semakin kompetitif,
percepatan digitalisasi, serta perubahan preferensi konsumen menuntut
UMKM untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas usahanya
(Handayani, 2023). Tanpa dukungan kebijakan yang tepat dan layanan
pemberdayaan yang efektif, UMKM berisiko mengalami stagnasi bahkan
penurunan kinerja. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran pemerintah



daerah dalam membangun ekosistem UMKM yang adaptif dan berdaya saing
(Nasution & Lubis, 2025).

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota
Surakarta melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
Perindustrian mengembangkan Program UMKM Center sebagai pusat
layanan terpadu bagi pelaku UMKM (Ardhiansyah & Suryawati, 2022). UMKM
Center dirancang untuk menyediakan berbagai layanan strategis, mulai dari
pendampingan usaha, pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya
manusia, fasilitasi pemasaran, akses pembiayaan, hingga pemanfaatan
teknologi dan digitalisasi usaha (Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian, 2021). Pendekatan layanan terpadu ini sejalan dengan praktik
kebijakan internasional yang menekankan pentingnya one-stop service dalam
pengembangan UMKM, guna mengurangi fragmentasi layanan dan
meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah (OECD, 2023a). Dalam
konteks kebijakan daerah, UMKM Center diharapkan berfungsi sebagai
simpul penguatan ekosistem bisnis UMKM yang menghubungkan UMKM
dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan,
dunia usaha, dan institusi pendukung lainnya. Dengan demikian, UMKM
Center memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian tujuan
pembangunan ekonomi daerah (BPS Kota Surakarta, 2024a).

Meskipun Program UMKM Center telah berjalan dan menjadi salah
satu program unggulan dalam kebijakan pemberdayaan UMKM di Kota
Surakarta, pertanyaan mengenai efektivitas program tersebut tetap relevan
untuk dikaji secara mendalam. Efektivitas kebijakan publik modern tidak lagi
hanya diukur dari terlaksananya program atau terserapnya anggaran,
melainkan dari kemampuan program menciptakan public value (nilai publik)
dan dampak jangka panjang bagi penerima manfaat (Bovaird & Loeffler,
2021). Dalam banyak kasus, program dukungan bisnis menghadapi
tantangan berupa fragmentasi kebijakan dan ketidaksinkronan antara
instrumen inovasi dengan kebutuhan riil UMKM di lapangan. Tanpa evaluasi
yang komprehensif, pemerintah daerah berisiko mempertahankan model
intervensi yang tidak responsif terhadap dinamika pasca-krisis, seperti
percepatan digitalisasi dan perubahan perilaku konsumen (OECD, 2023b).
Oleh karena itu, kajian efektivitas berbasis bukti menjadi instrumen krusial
untuk memastikan validitas strategi yang diterapkan dan merumuskan
perbaikan yang substantif bagi pengembangan UMKM di Kota Surakarta

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada
kinerja dan hasil, evaluasi efektivitas Program UMKM Center juga memiliki
keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas kebijakan publik daerah.
Pemerintah Kota Surakarta telah menempatkan peningkatan kualitas



kebijakan sebagai salah satu agenda penting, sebagaimana tercermin dalam
penerapan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) sebagai instrumen pengukuran
kinerja kebijakan berbasis bukti. Pendekatan ini menuntut agar setiap
kebijakan dan program daerah disusun, diimplementasikan, dan dievaluasi
secara sistematis dengan dukungan data dan analisis yang memadai (Y uliani
et al., 2022). Kajian efektivitas Program UMKM Center menjadi bagian dari
upaya tersebut, karena hasilnya dapat digunakan sebagai dasar perbaikan
desain kebijakan, penguatan implementasi program, serta peningkatan
akuntabilitas pemerintah daerah (Akbar et al., 2023). Dengan demikian, kajian
ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang
kuat bagi pengambilan keputusan kebijakan.

Selain itu, kajian mengenai efektivitas Program UMKM Center memiliki
relevansi strategis dalam mendukung dokumen perencanaan pembangunan
daerah Kota Surakarta, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan rencana
aksi pembangunan tematik lainnya. Program ini merupakan instrumen
penting untuk mencapai sasaran penguatan daya saing UMKM serta
pengembangan ekonomi daerah berbasis ekosistem bisnis yang terintegrasi.
Beberapa studi menunjukkan bahwa sinkronisasi antara kebijakan sektoral
dan dokumen perencanaan daerah sangat menentukan efektivitas
implementasi program dan konsistensi arah pembangunan ekonomi lokal
(Asni et al.,, 2024). Evaluasi yang hanya menitikberatkan pada aspek
administratif atau output tanpa memperhatikan keselarasan dengan dokumen
perencanaan strategis berpotensi menurunkan efektivitas kebijakan publik
dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah (Rahayu et al.,
2024). Karena itu, penting untuk menilai sejauh mana efektivitas program
seperti UMKM Center berkontribusi terhadap tujuan pembangunan daerah
yang lebih luas, baik dari sisi kebijakan maupun kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan semacam ini sejalan dengan praktik evaluasi kebijakan modern
yang menempatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai siklus
kebijakan yang berkelanjutan dan saling memperkuat dalam konteks tata
kelola pembangunan daerah (Faried et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian
efektivitas Program UMKM Center memiliki urgensi tinggi bagi
pengembangan UMKM di Kota Surakarta, baik dari perspektif kebijakan
publik maupun pembangunan ekonomi daerah. Kajian ini penting untuk
menilai kesesuaian antara tujuan program, pelaksanaan, dan hasil yang
dicapai, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
keberhasilan maupun keterbatasan implementasi kebijakan pemberdayaan
UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan



pemerintah  memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan,
kemandirian, dan daya saing sektor UMKM di tingkat lokal, terutama ketika
didukung oleh tata kelola yang partisipatif dan kolaboratif (Faried et al., 2025).
Lebih lanjut, penelitian dalam konteks transformasi digital menegaskan
bahwa efektivitas kebijakan peningkatan daya saing UMKM sangat
dipengaruhi oleh strategi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan
inovasi, digitalisasi, dan dukungan kelembagaan bagi UMKM kecil (Purnomo
& Purwandari, 2025). Kajian lain juga menyoroti bahwa keberhasilan
kebijakan UMKM di era digital memerlukan evaluasi berbasis outcome yang
komprehensif untuk mengukur dampak nyata terhadap peningkatan kinerja
dan ketahanan usaha mikro di tengah perubahan lingkungan ekonomi (Iman
Kalis et al., 2023a).

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian
akademik, tetapi juga sebagai instrumen strategis bagi pemerintah daerah
untuk memperkuat relevansi dan efektivitas Program UMKM Center dalam
mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat
kota.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program UMKM Center di Kota Surakarta
saat ini?

2. Bagaimana efektivitas Program UMKM Center dalam meningkatkan
kapasitas dan daya saing UMKM di Kota Surakarta?

3. Mengapa masih terjadi kesenjangan antara target ideal kebijakan
dengan realitas capaian efektivitas di lapangan?

4. Bagaimana rekomendasi penguatan model UMKM Center ke depan
agar lebih efektif dan berkelanjutan?

1.3 Tujuan Kajian
Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan dari kajian ini adalah:

1. Menganalisis kinerja pelaksanaan dan capaian output Program UMKM
Center sebagai instrumen kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta.

2. Menganalisis efektivitas program terhadap peningkatan kualitas
usaha, literasi digital, dan akses pasar pelaku UMKM.



3. Mengidentifikasi faktor pendukung strategis serta hambatan
operasional dalam pelaksanaan Program UMKM Center.

1.4 Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang luas bagi
berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

a) Menjadi dasar analitis yang objektif dan berbasis bukti dalam
mengevaluasi efektivitas Program UMKM Center serta
menyempurnakan desain kebijakan pemberdayaan UMKM.

b) Mendukung perumusan kebijakan dan pengalokasian sumber
daya program yang lebih selaras dengan kebutuhan riil pelaku
UMKM dan arah pembangunan daerah.

2. Bagi Perangkat Daerah Pengelola Program UMKM Center

a) Memberikan umpan balik (feedback) evaluatif terhadap
pelaksanaan program dan kualitas layanan UMKM Center
sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

b) Membantu mengidentifikasi praktik baik dan aspek yang perlu
ditingkatkan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia,
maupun mekanisme layanan.

3. Bagi Pelaku UMKM

a) Mendorong peningkatan kualitas dan relevansi layanan
pemberdayaan UMKM, sesuai dengan kebutuhan
pengembangan usaha.

b) Mendukung terciptanya lingkungan kebijakan yang lebih
kondusif bagi peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha
UMKM.

1.5 Sasaran Kajian

Sasaran kajian ini ditetapkan untuk memastikan bahwa evaluasi
efektivitas Program UMKM Center dilakukan secara terarah dan relevan
dengan kebutuhan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Surakarta.
Adapun sasaran kajian ini meliputi:

1. Program UMKM Center Kota Surakarta, sebagai objek utama kajian,
khususnya terkait desain kebijakan, mekanisme pelaksanaan, dan
capaian program dalam mendukung pengembangan UMKM daerah.

2. Kelembagaan pelaksana Program UMKM Center, yang mencakup
organisasi perangkat daerah dan unit pelaksana teknis yang
bertanggung jawab dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan



layanan UMKM Center, guna menilai kapasitas implementasi
kebijakan.

3. Subprogram dan layanan UMKM Center, termasuk pendampingan
usaha, inkubasi dan eskalasi bisnis, fasilitasi pemasaran, serta
dukungan legalitas dan penguatan kapasitas UMKM, sebagai bagian
dari instrumen kebijakan daerah.

4. Pelaku UMKM binaan Program UMKM Center, sebagai penerima
manfaat kebijakan, yang dianalisis secara agregat untuk melihat
relevansi dan jangkauan layanan program, tanpa melakukan penilaian
kinerja usaha secara individual.

1.6 Ruang Lingkup dan Batasan Kajian
Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Objek Kajian: Efektivitas Program UMKM Center yang dikelola oleh
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota
Surakarta.

2. Dimensi Evaluasi: Mencakup aspek pelaksanaan (proses),
pencapaian target fisik (output), perubahan perilaku/kapasitas
(outcome), dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan daerah
(impact).

3. Metode: Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif-evaluatif
berbasis studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan
kinerja, dan data sekunder terkait tahun anggaran berjalan.



BAB I
KERANGKA KONSEPTUAL DAN KAJIAN KEBIJAKAN

2.1 UMKM Center sebagai Instrumen Pengembangan

Usaha Program UMKM Center merupakan instrumen kebijakan
strategis Pemerintah Kota Surakarta yang dirancang sebagai pusat layanan
terpadu bagi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Program ini diposisikan sebagai program super prioritas daerah yang
bertujuan meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM melalui pendekatan
pendampingan berkelanjutan dan monitoring perkembangan usaha secara
berkala. Dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah, UMKM Center
tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan teknis, tetapi sebagai simpul
penghubung antara pelaku UMKM, pemerintah, sektor swasta, dan ekosistem
pasar yang lebih luas (Pemerintah Kota Surakarta, 2025).

Secara kebijakan, UMKM Center dirancang selaras dengan arah
pembangunan Kota Surakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-
2029 dan RKPD, khususnya dalam agenda penguatan daya saing UMKM
berbasis ekosistem bisnis. UMKM Center ditempatkan sebagai instrumen
operasional untuk mewujudkan transformasi UMKM agar lebih produktif,
inovatif, dan berdaya saing melalui layanan terintegrasi yang mencakup
aspek produksi, pemasaran, pembiayaan, pengembangan sumber daya
manusia, dan kelembagaan usaha (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, dan Perindustrian, 2025). Penempatan UMKM Center dalam
struktur kebijakan daerah menunjukkan pergeseran pendekatan dari program
bantuan parsial menuju model pengembangan usaha yang lebih sistematis
(Pengembangan Kompetensi Dan Peluang Kerja Berbasis Ekosistem
Ketenagakerjaan, 2025).

Berdasarkan dokumen Report Progress UMKM Center Batch 1 dan
Batch 2, implementasi program ini dilaksanakan melalui beberapa
subprogram utama, yaitu Eskalasi Bisnis, Konsultasi UMKM, Bantu Modal,
dan Bantu Jual . Keempat subprogram tersebut dirancang untuk menjawab
kebutuhan UMKM pada berbagai tahapan perkembangan usaha, mulai dari
penguatan dasar legalitas dan manajemen hingga peningkatan skala usaha
dan akses pasar. Pendekatan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah
dalam menyediakan layanan yang adaptif dan berjenjang sesuai dengan
karakteristik dan kebutuhan pelaku UMKM.

Subprogram Eskalasi Bisnis merupakan inti dari fungsi inkubasi UMKM
Center yang dilaksanakan melalui pendampingan intensif dalam jangka waktu



tertentu. Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas
produksi, pertumbuhan skala usaha, serta pemenuhan aspek legalitas usaha
seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, merek, dan izin edar.
Dalam perspektif kebijakan publik, pendekatan eskalasi bisnis ini
menunjukkan orientasi program yang tidak hanya berfokus pada output
kegiatan, tetapi juga pada perubahan kapasitas usaha sebagai dasar
peningkatan daya saing UMKM (Megawati, 2020a).

Selain eskalasi bisnis, UMKM Center juga menyediakan layanan
Konsultasi UMKM yang mencakup aspek legalitas, pemasaran, sumber daya
manusia, produksi, keuangan, dan kemasan. Layanan konsultasi ini menjadi
pintu masuk utama bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendampingan
yang bersifat problem solving dan berkelanjutan. Dalam kerangka
pengembangan UMKM, layanan konsultasi berfungsi sebagai instrumen
peningkatan literasi usaha dan manajerial, yang merupakan prasyarat penting
bagi keberlanjutan dan profesionalisasi UMKM (Rahmayanti, 2024).

Subprogram Bantu Modal dalam UMKM Center diarahkan untuk
mengatasi keterbatasan sarana produksi yang dihadapi UMKM berpotensi
berkembang. Bantuan diberikan dalam bentuk peralatan usaha yang
bersumber dari kolaborasi dengan sektor swasta melalui mekanisme CSR,
serta direncanakan bersumber dari APBD untuk kelompok sasaran tertentu.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa UMKM Center tidak memposisikan
bantuan modal sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen
pendukung peningkatan kapasitas dan efisiensi produksi UMKM (Golam,
Akhtari, Lasmiatun, et al., 2024).

Sementara itu, subprogram Bantu Jual difokuskan pada peningkatan
akses pasar dan pemasaran produk UMKM melalui promosi, pendampingan
digital marketing, fasilitasi katalog produk, serta keikutsertaan dalam event
dan pameran. Program ini bertujuan membantu UMKM meningkatkan
visibilitas produk, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan
potensi transaksi penjualan. Dalam konteks kebijakan pengembangan
UMKM, fasilitasi akses pasar merupakan faktor kunci yang menentukan
keberhasilan peningkatan skala usaha dan keberlanjutan UMKM
(Handayani, 2023).

Implementasi UMKM Center juga dilengkapi dengan kegiatan promosi
terpadu melalui penyelenggaraan UMKM Center Festival dan pemanfaatan
ruang pamer di lokasi strategis. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana
promosi produk lokal sekaligus media pembelajaran bagi UMKM dalam
menghadapi pasar yang lebih kompetitif. Dari perspektif kebijakan daerah,
pendekatan ini memperkuat peran UMKM Center sebagai fasilitator integrasi



UMKM ke dalam ekosistem ekonomi perkotaan yang lebih luas (Iman Kalis et
al., 2023b).

Berdasarkan keseluruhan desain dan pelaksanaan tersebut, UMKM
Center dapat dipahami sebagai instrumen kebijakan yang mengintegrasikan
berbagai layanan pengembangan UMKM dalam satu ekosistem layanan
terpadu. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan, tetapi
sebagai mekanisme kebijakan untuk mendorong transformasi UMKM agar
lebih formal, produktif, dan berdaya saing. Dalam kerangka evaluasi
kebijakan, posisi UMKM Center sebagai instrumen pembangunan daerah
menuntut penilaian efektivitas yang tidak hanya bertumpu pada jumlah
kegiatan atau peserta, tetapi pada sejauh mana program ini mampu
menghasilkan perubahan kapasitas usaha yang berkelanjutan (LAN RI,
2025a).

2.2 Kerangka Kebijakan dan Desain Program UMKM Center

Efektivitas Program UMKM Center Kota Surakarta dirancang dan
dilaksanakan dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah yang secara
eksplisit menempatkan pengembangan UMKM sebagai prioritas strategis.
Dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2025-2029, penguatan UMKM
diarahkan sebagai instrumen utama peningkatan daya saing ekonomi lokal,
penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan Kkerentanan ekonomi
masyarakat perkotaan (Pemerintah Kota Surakarta, 2025). UMKM Center
diposisikan sebagai perangkat operasional kebijakan untuk menerjemahkan
arah strategis tersebut ke dalam bentuk layanan konkret dan terintegrasi bagi
pelaku UMKM.

Keterkaitan UMKM Center dengan dokumen perencanaan tahunan
tercermin dalam RKPD Kota Surakarta Tahun 2026 yang menegaskan
perlunya penguatan program pengembangan UMKM berbasis ekosistem
bisnis. Dalam dokumen tersebut, UMKM Center berfungsi sebagai simpul
pelaksanaan program lintas perangkat daerah yang berorientasi pada
peningkatan kapasitas usaha, perluasan akses pasar, dan penguatan
kelembagaan UMKM (Pemerintah Kota Surakarta, 2025b). Penempatan
UMKM Center dalam RKPD menunjukkan bahwa program ini tidak berdiri
sebagai kegiatan sektoral semata, tetapi menjadi bagian dari strategi
pembangunan ekonomi daerah yang terencana.

Dari perspektif perencanaan dan penganggaran, UMKM Center juga
terintegrasi dalam Rencana Penganggaran Kinerja Daerah (RPKD) Kota
Surakarta 2025-2029. Dokumen ini menekankan pentingnya sinkronisasi
antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program agar



intervensi kebijakan UMKM memiliki dampak yang terukur dan berkelanjutan
(Pemerintah Kota Surakarta, 2025b). Dengan demikian, UMKM Center
dirancang tidak hanya sebagai program pelayanan, tetapi sebagai instrumen
kebijakan yang harus menunjukkan keterkaitan antara input anggaran, proses
pelaksanaan, dan capaian hasil kebijakan.

Secara operasional, desain Program UMKM Center dituangkan dalam
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi
Peningkatan Skala Usaha. KAK tersebut menegaskan bahwa UMKM Center
diarahkan untuk mendorong transformasi usaha mikro agar mampu naik
kelas menjadi usaha kecil melalui pendampingan berkelanjutan, peningkatan
kapasitas produksi, dan perluasan akses pasar (Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, dan Perindustrian, 2025). Desain ini menunjukkan bahwa
UMKM Center tidak hanya berfokus pada pembinaan dasar, tetapi pada
proses eskalasi usaha yang berorientasi jangka menengah.

Kerangka kebijakan UMKM Center juga selaras dengan agenda lintas
sektor sebagaimana tertuang dalam dokumen Crosscutting Asta Cita Kota
Surakarta. Dalam kerangka tersebut, pengembangan UMKM diposisikan
sebagai isu lintas urusan yang berkontribusi terhadap pencapaian berbagai
sasaran pembangunan, termasuk penguatan ekonomi kerakyatan,
peningkatan  kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan
(Pengembangan Kompetensi Dan Peluang Kerja Berbasis Ekosistem
Ketenagakerjaan, 2025). UMKM Center berperan sebagai wahana
implementasi kebijakan lintas sektor yang mengintegrasikan aspek ekonomi,
sosial, dan ketenagakerjaan.

Selain itu, desain kebijakan UMKM Center perlu dipahami dalam
konteks kerangka evaluasi kualitas kebijakan publik. Panduan dan Instrumen
Pengukuran Kualitas Kebijakan yang dikembangkan oleh Lembaga
Administrasi Negara menekankan bahwa kebijakan publik yang berkualitas
harus memiliki kejelasan tujuan, konsistensi desain, keterukuran hasil, serta
mekanisme evaluasi yang sistematis (LAN RI, 2025b). Dalam konteks ini,
UMKM Center dirancang sebagai kebijakan yang memenuhi prinsip dasar
kualitas kebijakan, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi
implementasi dan pengelolaan kinerja program.

Secara keseluruhan, kerangka kebijakan dan desain Program UMKM
Center Kota Surakarta menunjukkan adanya upaya integrasi yang kuat antara
visi pembangunan daerah, perencanaan program, dan pelaksanaan layanan
UMKM. UMKM Center tidak dirancang sebagai program ad hoc, melainkan
sebagai instrumen kebijakan yang melekat pada sistem perencanaan dan
penganggaran daerah. Kerangka kebijakan inilah yang menjadi dasar bagi
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evaluasi efektivitas Program UMKM Center, khususnya dalam menilai sejauh
mana desain kebijakan tersebut mampu diterjemahkan ke dalam
pelaksanaan program yang memberikan hasil nyata bagi pengembangan
UMKM di Kota Surakarta (Ananda & Umanto, 2025).

2.3 Kerangka Evaluasi Efektivitas Program UMKM Center

Kerangka Evaluasi efektivitas Program UMKM Center dalam kajian ini
disusun sebagai bagian dari evaluasi kebijakan publik yang berorientasi pada
penilaian kesesuaian antara tujuan kebijakan, desain program, pelaksanaan,
dan hasil yang dicapai. Dalam konteks pemerintahan daerah, evaluasi
efektivitas tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan program secara
normatif semata, tetapi untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan mampu
menghasilkan perubahan yang diharapkan bagi kelompok sasaran (Ananda
& Umanto, 2025). Oleh karena itu, kerangka evaluasi UMKM Center
dirancang untuk menilai hubungan antara perencanaan Kkebijakan,
implementasi program, dan capaian hasil pengembangan UMKM.

Kerangka evaluasi yang digunakan dalam kajian ini mengacu pada
prinsip-prinsip evaluasi kebijakan yang menekankan keterkaitan antara input,
proses, output, dan outcome kebijakan. Pendekatan ini relevan untuk menilai
efektivitas Program UMKM Center sebagai instrumen kebijakan daerah yang
berbasis layanan dan pendampingan berkelanjutan (Rossi, Michael Quinn, et
al., 2019). Dalam konteks UMKM Center, evaluasi efektivitas tidak hanya
melihat jumlah kegiatan atau peserta, tetapi juga menilai sejauh mana
layanan yang diberikan mampu meningkatkan kapasitas usaha UMKM
secara bertahap.

Dalam kerangka tersebut, aspek input mencakup sumber daya yang
digunakan dalam pelaksanaan Program UMKM Center, seperti dukungan
kebijakan, kelembagaan pelaksana, sumber daya manusia pendamping,
serta alokasi anggaran program. Evaluasi input bertujuan untuk menilai
kesesuaian antara sumber daya yang tersedia dengan tujuan dan cakupan
layanan UMKM Center (Priatama et al., 2025). Penilaian ini penting untuk
memahami batasan dan peluang efektivitas program sejak tahap
perencanaan dan penganggaran.

Aspek proses dalam evaluasi efektivitas UMKM Center diarahkan
pada penilaian mekanisme pelaksanaan program, termasuk pola
pendampingan, koordinasi antaraktor, serta konsistensi implementasi
subprogram seperti eskalasi bisnis, konsultasi UMKM, bantu modal, dan
bantu jual. Evaluasi proses berfungsi untuk menilai apakah desain kebijakan
telah diterjemahkan secara tepat ke dalam praktik pelaksanaan dan apakah
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mekanisme layanan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Ismet
Sulila & Sartika Dewi Usman, 2022). Dalam kajian ini, evaluasi proses
menjadi kunci untuk mengidentifikasi hambatan struktural dalam pelaksanaan
UMKM Center.

Aspek output dalam kerangka evaluasi mencakup capaian langsung
dari pelaksanaan Program UMKM Center, seperti jumlah UMKM yang
memperoleh layanan, jenis layanan yang diberikan, serta keterlibatan UMKM
dalam kegiatan pendampingan, inkubasi, dan promosi. Penilaian output
memberikan gambaran awal mengenai kinerja pelaksanaan program, namun
belum mencerminkan sepenuhnya efektivitas kebijakan (Akbar et al., 2021).
Oleh karena itu, output diposisikan sebagai indikator antara yang perlu
dikaitkan dengan outcome kebijakan.

Aspek outcome dalam evaluasi efektivitas UMKM Center difokuskan
pada perubahan kapasitas usaha UMKM sebagai hasil dari intervensi
program. Outcome yang dinilai dalam kajian ini meliputi peningkatan legalitas
usaha, penguatan kapasitas manajerial, peningkatan akses pasar, serta
kesiapan UMKM untuk meningkatkan skala usaha. Penilaian outcome
bersifat kualitatif-deskriptif dan didasarkan pada analisis dokumen, laporan
pelaksanaan program, serta data sekunder yang tersedia (LAN RI, 2025b).
Pendekatan ini sejalan dengan karakter kajian berbasis desk study yang
menekankan kehati-hatian dalam menarik kesimpulan kausal.

Kerangka evaluasi efektivitas UMKM Center dalam kajian ini juga
dikaitkan dengan prinsip Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang dikembangkan
oleh Lembaga Administrasi Negara. Dalam panduan IKK, kebijakan yang
berkualitas dinilai berdasarkan kejelasan tujuan, konsistensi desain,
keterukuran hasil, serta keberlanjutan kebijakan (LAN RI, 2025b). Dengan
mengaitkan evaluasi efektivitas UMKM Center pada prinsip IKK, kajian ini
tidak hanya menilai kinerja program, tetapi juga kualitas kebijakan sebagai
bagian dari tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, kerangka evaluasi efektivitas Program UMKM
Center dalam kajian ini dirancang untuk memberikan gambaran yang
komprehensif mengenai kesesuaian desain kebijakan, kualitas implementasi,
dan capaian hasil program. Kerangka ini menjadi dasar analitis bagi Bab V
dalam menilai efektivitas Program UMKM Center serta mengidentifikasi
faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan keterbatasan kebijakan
pengembangan UMKM di Kota Surakarta (Mavrot & Pattyn, 2022).
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BAB Il
METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendekatan dan Jenis Kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian
evaluatif kebijakan yang bertujuan menilai efektivitas Program UMKM Center
Kota Surakarta sebagai instrumen pengembangan UMKM daerah.
Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian ini berfokus pada pemahaman
terhadap desain kebijakan, mekanisme pelaksanaan program, serta capaian
hasil yang dihasilkan berdasarkan dokumen kebijakan dan laporan
pelaksanaan program, bukan pada pengukuran statistik berbasis survei
primer (Creswell, 2009). Dalam konteks kebijakan publik, pendekatan
evaluatif digunakan untuk menilai kesesuaian antara tujuan kebijakan,
implementasi program, dan hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Jenis kajian ini merupakan evaluasi efektivitas program yang
menitikberatkan pada penilaian hubungan antara input, proses, output, dan
outcome Program UMKM Center. Evaluasi efektivitas dipahami sebagai
upaya untuk menilai sejauh mana program mampu mencapai tujuan yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan kebijakan daerah (Rossi,
Lipsey, et al., 2019). Dengan pendekatan ini, kajian tidak dimaksudkan untuk
mengukur dampak kausal secara eksperimental, melainkan untuk
memberikan gambaran analitis mengenai kinerja program dan faktor-faktor
yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan UMKM Center di Kota Surakarta
(LAN RI, 2025d).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam kajian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh
melalui penelaahan dokumen kebijakan, dokumen perencanaan, laporan
pelaksanaan program, serta data statistik resmi yang relevan dengan
Program UMKM Center Kota Surakarta. Pemanfaatan data sekunder dipilih
karena kajian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program
berdasarkan bukti administratif dan dokumentasi resmi yang tersedia, bukan
melalui pengumpulan data primer seperti survei atau wawancara lapangan
(Bowen, 2009). Pendekatan ini sejalan dengan praktik evaluasi kebijakan
publik yang menekankan pentingnya analisis dokumen sebagai sumber
utama penilaian kebijakan pemerintah daerah.

Dokumen kebijakan dan perencanaan daerah yang digunakan sebagai
sumber data utama meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
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Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2025-2029, Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2026, serta dokumen
perencanaan dan penganggaran terkait pengembangan UMKM. Dokumen-
dokumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tujuan kebijakan, arah
strategis, serta posisi Program UMKM Center dalam kerangka pembangunan
daerah (Pemerintah Kota Surakarta, 2025a). Selain itu, dokumen Kerangka
Acuan Kerja (KAK) Pengembangan Usaha Mikro digunakan untuk memahami
desain program dan sasaran intervensi UMKM Center (Dinas Koperasi UKM
dan Perindustrian Kota Surakarta, 2025a).

Sumber data lainnya berasal dari laporan pelaksanaan Program
UMKM Center, khususnya laporan progress UMKM Center Batch 1 dan Batch
2 (Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, 2025b). Dokumen
ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme
pelaksanaan program, jenis layanan yang diberikan, jumlah peserta, serta
capaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Data tersebut menjadi dasar
dalam menilai aspek input, proses, dan output program sebagai bagian dari
evaluasi efektivitas UMKM Center. Pemanfaatan laporan pelaksanaan
program sebagai sumber data sekunder merupakan praktik yang lazim dalam
kajian evaluasi program pemerintah (Akbar et al., 2023).

Selain dokumen kebijakan dan laporan program, Kkajian ini juga
memanfaatkan data statistik resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) Kota Surakarta. Data BPS digunakan untuk memberikan konteks
makro terkait kondisi UMKM dan perekonomian daerah, serta sebagai bahan
triangulasi terhadap informasi yang diperoleh dari dokumen kebijakan dan
laporan pelaksanaan program. Penggunaan data statistik resmi bertujuan
meningkatkan kredibilitas analisis dan memperkuat dasar penilaian kebijakan
berbasis data (BPS Kota Surakarta, 2024b).

Secara keseluruhan, jenis data yang digunakan dalam kajian ini
bersifat kualitatif-deskriptif yang berasal dari dokumen sekunder. Data
kualitatif digunakan untuk menganalisis desain kebijakan, mekanisme
pelaksanaan, dan konteks kebijakan Program UMKM Center. Jenis data ini
dipilih untuk menghasilkan analisis evaluatif yang komprehensif namun tetap
sesuai dengan keterbatasan dan tujuan kajian berbasis desk study (Creswell,
2009).

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui metode
studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen kebijakan, perencanaan, dan
laporan pelaksanaan Program UMKM Center Kota Surakarta. Studi
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dokumentasi dipilih sebagai teknik utama karena kajian ini bertujuan
mengevaluasi efektivitas kebijakan berdasarkan bukti tertulis yang dihasilkan
oleh institusi pemerintah dan lembaga resmi. Dalam kajian kebijakan publik,
analisis dokumen dipandang sebagai teknik yang sistematis dan sahih untuk
memahami isi kebijakan, proses implementasi, serta capaian program tanpa
harus melakukan pengumpulan data primer (Bowen, 2009).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi,
menginventarisasi, dan menelaah dokumen yang relevan dengan Program
UMKM Center. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan
pembangunan daerah, dokumen kebijakan sektoral, Kerangka Acuan Kerja
(KAK) program, serta laporan pelaksanaan UMKM Center Batch 1 dan Batch
2. Penelaahan dokumen dilakukan secara bertahap untuk memperoleh
informasi mengenai tujuan kebijakan, desain program, mekanisme
pelaksanaan, dan capaian kegiatan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk
menelusuri konsistensi antara perencanaan dan implementasi program
secara komprehensif (Pemerintah Kota Surakarta, 2025b).

Selain dokumen kebijakan dan laporan program, pengumpulan data
juga dilakukan terhadap data statistik resmi yang diterbitkan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta. Data statistik digunakan untuk
memberikan konteks pendukung terhadap analisis kebijakan, khususnya
dalam memahami karakteristik UMKM dan kondisi perekonomian daerah.
Penggunaan data statistik resmi bertujuan memperkuat validitas analisis dan
menghindari bias interpretasi yang hanya bersumber dari dokumen internal
program (BPS Kota Surakarta, 2025b).

Dalam pelaksanaannya, teknik pengumpulan data ini dilakukan tanpa
melibatkan survei, wawancara, atau diskusi kelompok terarah (FGD).
Pembatasan ini dilakukan secara sadar untuk menjaga konsistensi antara
tujuan kajian, metode yang digunakan, dan jenis kesimpulan yang dihasilkan.
Dengan demikian, seluruh data yang dianalisis dalam kajian ini bersumber
dari dokumen tertulis dan data sekunder yang dapat dipertanggungjawabkan
secara administratif dan akademik (Creswell, 2009).

Secara keseluruhan, teknik pengumpulan data berbasis studi
dokumentasi memungkinkan kajian ini memperoleh gambaran yang
menyeluruh mengenai Program UMKM Center Kota Surakarta, baik dari sisi
perencanaan, pelaksanaan, maupun capaian program. Teknik ini juga sejalan
dengan pendekatan evaluasi kebijakan publik yang menekankan
transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan bukti tertulis sebagai dasar
analisis kebijakan (LAN RI, 2025d).
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3.4 Teknik Analisis Data

Teknik Teknik analisis data dalam kajian ini menggunakan pendekatan
analisis kualitatif-deskriptif yang berfokus pada penafsiran isi dokumen
kebijakan, perencanaan, dan laporan pelaksanaan Program UMKM Center
Kota Surakarta. Analisis kualitatif-deskriptif dipilih untuk memahami substansi
kebijakan, konsistensi desain program, serta dinamika implementasi
berdasarkan bukti tertulis yang tersedia. Dalam konteks evaluasi kebijakan
publik, pendekatan ini lazim digunakan untuk menilai efektivitas program
pemerintah yang berbasis layanan dan pendampingan, terutama ketika kajian
tidak menggunakan data primer (Miles et al., 2014).

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi yang
diperoleh dari dokumen ke dalam kerangka evaluasi yang telah ditetapkan,
yaitu kerangka input—proses—output—-outcome. Pada tahap ini, data terkait
perencanaan dan penganggaran dianalisis sebagai aspek input, data
pelaksanaan program dianalisis sebagai aspek proses, capaian kegiatan
dianalisis sebagai output, dan indikasi perubahan kapasitas UMKM dianalisis
sebagai outcome. Penggunaan kerangka ini bertujuan untuk menjaga
keterkaitan logis antara desain kebijakan dan hasil yang dicapai oleh Program
UMKM Center (Rossi, Lipsey, et al., 2019).

Selanjutnya, analisis dilakukan dengan cara membandingkan antara
tujuan dan indikator Program UMKM Center yang tercantum dalam dokumen
perencanaan dengan realisasi pelaksanaan program sebagaimana tertuang
dalam laporan UMKM Center Batch 1 dan Batch 2. Teknik perbandingan ini
digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian antara perencanaan
dan implementasi, serta untuk menilai faktor-faktor yang mendukung maupun
menghambat efektivitas program. Pendekatan perbandingan dokumen
merupakan bagian penting dalam evaluasi kebijakan berbasis dokumen
(Bowen, 2009).

Dalam menganalisis efektivitas kebijakan, kajian ini juga mengaitkan
hasil analisis dengan prinsip-prinsip Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
sebagaimana tertuang dalam panduan dan instrumen yang disusun oleh
Lembaga Administrasi Negara. Prinsip IKK digunakan sebagai kerangka
normatif untuk menilai kejelasan tujuan kebijakan, konsistensi desain
program, keterukuran hasil, serta keberlanjutan kebijakan UMKM Center.
Pendekatan ini memungkinkan analisis tidak hanya menilai kinerja program,
tetapi juga kualitas kebijakan secara keseluruhan (LAN RI, 2025c)
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Hasil analisis data selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis
dengan menekankan hubungan sebab-akibat yang bersifat indikatif dan
kontekstual, bukan kausalitas eksperimental. Penyajian hasil analisis
dilakukan dengan mengaitkan temuan pada kerangka evaluasi dan konteks
kebijakan daerah, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat bagi
perumusan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini sejalan
dengan praktik evaluasi kebijakan yang menekankan kehati-hatian dalam
penarikan kesimpulan serta relevansi hasil kajian bagi pengambilan
keputusan publik (LAN RI, 2025d).
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BAB IV
GAMBARAN UMUM PROGRAM UMKM CENTER

4.1 Latar Belakang Pembentukan Program UMKM Center

Pembentukan Program UMKM Center Kota Surakarta dilatarbelakangi
oleh kebutuhan akan instrumen kebijakan yang mampu mengintegrasikan
berbagai layanan pengembangan UMKM yang sebelumnya tersebar pada
berbagai program dan kegiatan sektoral. Dalam dokumen perencanaan
pembangunan daerah, Pemerintah Kota Surakarta mengidentifikasi bahwa
pendekatan pembinaan UMKM yang bersifat parsial dan berbasis kegiatan
belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha secara
berkelanjutan (Sekretariat Daerah Surakarta, 2025). Kondisi tersebut
mendorong perlunya pembentukan satu platform layanan terpadu yang dapat
menjadi pusat koordinasi, pendampingan, dan fasilitasi UMKM secara lebih
sistematis.

Secara kebijakan, UMKM Center dirancang sebagai respons terhadap
tantangan struktural UMKM Kota Surakarta yang ditandai oleh dominasi
usaha mikro, keterbatasan akses pasar, serta rendahnya kapasitas
manajerial dan legalitas usaha. Data statistik daerah menunjukkan bahwa
sebagian besar pelaku UMKM masih berada pada skala mikro dengan
ketergantungan tinggi pada pasar lokal dan belum terintegrasi secara optimal
ke dalam rantai nilai yang lebih luas (BPS Kota Surakarta, 2025a). Oleh
karena itu, Pemerintah Kota Surakarta memandang perlunya pendekatan
kebijakan yang tidak hanya memberikan bantuan, tetapi mendorong proses
transformasi usaha secara bertahap.

Pembentukan UMKM Center juga sejalan dengan arah kebijakan
nasional dan daerah yang menempatkan UMKM sebagai pilar utama
pembangunan ekonomi kerakyatan. Dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun
2025-2029, pengembangan UMKM diarahkan untuk meningkatkan daya
saing daerah, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ketahanan
ekonomi masyarakat perkotaan (Bappeda Kota Surakarta, 2025). UMKM
Center diposisikan sebagai instrumen operasional yang menjembatani tujuan
strategis tersebut dengan kebutuhan nyata UMKM di lapangan melalui
layanan yang terstruktur dan berkelanjutan.

Selain itu, pembentukan UMKM Center juga didorong oleh kebutuhan
peningkatan kualitas tata kelola kebijakan pengembangan UMKM. Evaluasi
internal pemerintah daerah menunjukkan bahwa program pengembangan
UMKM memerlukan kerangka implementasi yang lebih terukur dan
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terdokumentasi agar capaian kebijakan dapat dievaluasi secara sistematis
(LAN RI, 2025d). UMKM Center dirancang untuk menyediakan sistem
layanan dan pencatatan yang memungkinkan pemantauan perkembangan
UMKM binaan secara lebih konsisten, sekaligus mendukung penerapan
kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

Dari sisi kelembagaan, UMKM Center berada di bawah koordinasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota
Surakarta dengan dukungan unit pelaksana teknis yang memiliki fungsi
pendampingan dan inkubasi usaha. Penempatan kelembagaan ini
mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memperkuat peran institusi
pelaksana agar tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai motor
penggerak pengembangan UMKM (Ardhiansyah & Suryawati, 2022). Dengan
demikian, UMKM Center diharapkan mampu menjembatani kebijakan makro
daerah dengan kebutuhan mikro UMKM.

Latar belakang pembentukan UMKM Center juga tidak terlepas dari
dinamika perubahan lingkungan usaha, khususnya percepatan digitalisasi
dan meningkatnya persaingan pasar. Kajian digitalisasi UMKM Kota
Surakarta menunjukkan adanya kesenjangan literasi digital yang signifikan di
kalangan pelaku UMKM, terutama pada kelompok usia dewasa dan lanjut
usia (Bappeda Kota Surakarta, 2025). UMKM Center dirancang untuk
merespons tantangan tersebut melalui layanan pendampingan dan fasilitasi
yang adaptif, sehingga UMKM tidak tertinggal dalam proses transformasi
ekonomi digital.

Dengan berbagai latar belakang tersebut, Program UMKM Center
dipahami sebagai bentuk inovasi kebijakan daerah yang bertujuan
mengonsolidasikan berbagai upaya pengembangan UMKM ke dalam satu
ekosistem layanan terpadu. Program ini tidak hanya dimaksudkan untuk
meningkatkan jumlah kegiatan atau peserta, tetapi untuk menciptakan
mekanisme pengembangan UMKM yang berorientasi proses, hasil, dan
keberlanjutan. Latar belakang pembentukan ini menjadi dasar penting dalam
memahami desain, pelaksanaan, dan evaluasi efektivitas Program UMKM
Center yang dibahas pada subbab dan bab selanjutnya.

4.2 Desain Program dan Kelembagaan UMKM Center

Desain Program UMKM Center Kota Surakarta disusun sebagai model
layanan terpadu yang mengintegrasikan berbagai bentuk intervensi
pengembangan UMKM ke dalam satu ekosistem kebijakan yang
terkoordinasi. Program ini dirancang tidak sebagai kegiatan tunggal,
melainkan sebagai rangkaian layanan berkelanjutan yang mencakup
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pendampingan usaha, inkubasi bisnis, fasilitasi pemasaran, akses
pembiayaan, serta dukungan legalitas dan standardisasi usaha. Pendekatan
desain tersebut bertujuan untuk menjawab permasalahan struktural UMKM
yang selama ini tidak dapat diselesaikan melalui intervensi yang bersifat
parsial dan jangka pendek (Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota
Surakarta, 2025a).

Secara kelembagaan, ini mencerminkan upaya pemerintah daerah
untuk memastikan bahwa pelaksanaan program tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga memiliki kapasitas teknis dalam mendampingi pelaku
UMKM secara langsung. Peran kelembagaan tersebut menjadi penting
mengingat karakteristik UMKM yang membutuhkan pendampingan intensif
dan berkelanjutan, terutama pada tahap awal pengembangan usaha
(Ardhiansyah & Suryawati, 2022).

Desain layanan UMKM Center mencakup beberapa bidang utama
yang saling terkait, yaitu penguatan kelembagaan usaha, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produksi, akses
pembiayaan, dan pemasaran. Pembagian bidang layanan ini mencerminkan
pendekatan holistik terhadap pengembangan UMKM, di mana peningkatan
daya saing usaha tidak hanya ditentukan oleh satu aspek tertentu, tetapi oleh
kombinasi berbagai faktor internal dan eksternal usaha. Struktur layanan
tersebut dirancang untuk memungkinkan UMKM memperoleh dukungan yang
sesuai dengan tahapan perkembangan usahanya (Megawati, 2020b).

Dalam implementasinya, UMKM Center mengembangkan skema
layanan bertahap melalui program inkubasi dan eskalasi bisnis. Skema ini
memungkinkan seleksi dan pengelompokan UMKM berdasarkan tingkat
kesiapan usaha, sehingga intervensi yang diberikan dapat lebih tepat
sasaran. UMKM yang masih berada pada tahap awal difokuskan pada
penguatan legalitas dan kapasitas dasar, sementara UMKM yang telah
berkembang diarahkan pada perluasan akses pasar dan peningkatan skala
usaha. Pendekatan bertahap ini dirancang untuk mendorong proses “naik
kelas” UMKM secara sistematis dan terukur (Dinas Koperasi UKM dan
Perindustrian Kota Surakarta, 2025a).

Dari sisi pendanaan, desain Program UMKM Center didukung oleh
alokasi anggaran daerah yang diarahkan untuk mendukung operasional
layanan, kegiatan pendampingan, fasilitasi promosi, serta pengembangan
sarana pendukung pemasaran. Struktur pendanaan ini menunjukkan bahwa
UMKM Center diposisikan sebagai program strategis daerah, bukan sekadar
kegiatan insidental. Pengelolaan anggaran dilakukan melalui mekanisme
perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi, sehingga

20



memungkinkan keterkaitan antara tujuan kebijakan, pelaksanaan program,
dan pelaporan kinerja (Sekretariat Daerah Surakarta, 2025).

Selain struktur internal pemerintah daerah, desain UMKM Center juga
membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan
eksternal, seperti UMKM besar, pengelola pusat perbelanjaan, lembaga
keuangan, serta komunitas dan asosiasi UMKM. Kolaborasi ini dimaksudkan
untuk memperluas jangkauan layanan UMKM Center dan meningkatkan
relevansi program terhadap kebutuhan pasar. Meskipun bersifat programatik,
pola kolaborasi ini menjadi bagian penting dari desain UMKM Center sebagai
ekosistem layanan yang tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya
pemerintah daerah (Golam, Akhtari, & Lasmiatun, 2024).

Dengan desain program dan kelembagaan tersebut, UMKM Center
Kota Surakarta diharapkan mampu berfungsi sebagai pusat integrasi layanan
pengembangan UMKM yang efektif dan adaptif. Desain ini menjadi landasan
operasional bagi pelaksanaan berbagai kegiatan UMKM Center yang dibahas
pada subbab berikutnya, serta menjadi konteks penting dalam menilai
efektivitas program pada Bab V. Pemahaman terhadap desain dan
kelembagaan UMKM Center ini diperlukan agar analisis efektivitas tidak
terlepas dari kapasitas dan batasan struktural program yang ada.

4.3 Mekanisme Pelaksanaan dan Subprogram UMKM Center

Mekanisme pelaksanaan Program UMKM Center Kota Surakarta
dirancang sebagai rangkaian kegiatan terstruktur yang dilaksanakan secara
bertahap dan berkelanjutan. Pelaksanaan program diawali dengan proses
identifikasi dan seleksi UMKM sasaran yang didasarkan pada kriteria
administratif dan kesiapan usaha. Proses ini bertujuan memastikan bahwa
UMKM yang terlibat dalam program memiliki potensi untuk dikembangkan
sesuai dengan tahapan layanan yang tersedia. Mekanisme seleksi tersebut
menjadi pintu masuk bagi UMKM untuk mengikuti berbagai layanan yang
disediakan oleh UMKM Center (Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota
Surakarta, 2025a).

Setelah melalui proses seleksi, UMKM peserta dikelompokkan ke
dalam skema layanan yang sesuai dengan tingkat perkembangan usaha.
Pengelompokan ini memungkinkan pelaksanaan pendampingan yang lebih
terarah dan relevan, baik bagi UMKM yang masih berada pada tahap
penguatan dasar maupun UMKM yang telah siap untuk mengikuti proses
inkubasi dan eskalasi bisnis. Pendekatan pengelompokan berdasarkan
tahapan usaha ini merupakan bagian dari mekanisme pelaksanaan yang
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bertujuan menghindari pendekatan seragam dalam pembinaan UMKM
(Megawati, 2020b).

Dalam pelaksanaannya, Program UMKM Center terdiri atas beberapa
subprogram utama yang saling terintegrasi. Subprogram pendampingan dan
konsultasi usaha difokuskan pada penguatan aspek legalitas, manajemen
usaha, pencatatan keuangan, serta pemenuhan standar dasar produk.
Subprogram ini dilaksanakan melalui sesi konsultasi terjadwal dan
pendampingan teknis oleh tenaga pendamping yang ditugaskan. Mekanisme
pendampingan tersebut dirancang untuk memberikan dukungan langsung
kepada pelaku UMKM dalam mengatasi permasalahan usaha yang bersifat
praktis (Ardhiansyah & Suryawati, 2022).

Subprogram inkubasi dan eskalasi bisnis dilaksanakan untuk UMKM
yang telah memenuhi kriteria kesiapan tertentu. Dalam subprogram ini,
UMKM memperoleh fasilitasi yang lebih intensif, termasuk pengembangan
produk, peningkatan kualitas kemasan, serta persiapan untuk memasuki
pasar yang lebih luas. Mekanisme inkubasi dirancang sebagai proses
berjangka yang memungkinkan pemantauan perkembangan UMKM secara
bertahap, baik dari sisi kapasitas internal maupun kesiapan pasar (Dinas
Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta, 2025a).

Selain pendampingan dan inkubasi, UMKM Center juga melaksanakan
subprogram fasilitasi pemasaran dan promosi. Subprogram ini mencakup
partisipasi UMKM dalam pameran, festival UMKM, serta penempatan produk
pada lokasi pemasaran strategis. Mekanisme fasilitasi pemasaran bertujuan
membuka akses pasar bagi UMKM binaan dan memberikan pengalaman
langsung dalam menghadapi pasar yang lebih kompetitif. Kegiatan promosi
tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari strategi peningkatan visibilitas
produk UMKM Kota Surakarta (Akbar et al., 2023).

Mekanisme pelaksanaan Program UMKM Center juga didukung oleh
pemanfaatan sistem data dan pelaporan yang digunakan untuk mencatat
partisipasi UMKM, jenis layanan yang diterima, serta perkembangan
pelaksanaan program. Sistem ini digunakan sebagai alat bantu administrasi
dan pemantauan program, serta menjadi sumber data bagi evaluasi
kebijakan. Pemanfaatan sistem data tersebut mencerminkan upaya
pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterlacakan
pelaksanaan program pengembangan UMKM (LAN RI, 2025d).

Secara keseluruhan, mekanisme pelaksanaan Program UMKM Center
dirancang untuk memastikan keterpaduan antara berbagai subprogram dan
layanan yang diberikan. Mekanisme ini memungkinkan UMKM Center
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berfungsi sebagai platform layanan terpadu yang menghubungkan
pendampingan, inkubasi, dan fasilitasi pemasaran dalam satu alur kebijakan.
Pemahaman terhadap mekanisme pelaksanaan ini menjadi penting sebagai
dasar deskriptif sebelum dilakukan analisis efektivitas program pada Bab V.

4.4 Capaian Pelaksanaan Program UMKM Center

Capaian pelaksanaan Program UMKM Center Kota Surakarta dapat
dilihat dari keluaran kegiatan (output) yang dihasilkan selama periode
implementasi Batch 1 dan Batch 2. Berdasarkan laporan pelaksanaan
program, UMKM Center berhasil menjangkau ribuan pelaku UMKM melalui
berbagai bentuk layanan, termasuk pendampingan usaha, inkubasi bisnis,
fasilitasi pemasaran, dan kegiatan promosi. Capaian ini menunjukkan bahwa
secara operasional, Program UMKM Center telah berjalan dan mampu
menjangkau sasaran kebijakan dalam skala yang relatif luas sesuai dengan
kapasitas program yang tersedia (Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
Kota Surakarta, 2025a).

Dari sisi partisipasi, pelaksanaan UMKM Center mencatat keterlibatan
pelaku UMKM dari berbagai sektor usaha, baik sektor kuliner, kriya, fesyen,
maupun produk unggulan lokal lainnya. Keterlibatan lintas sektor ini
mencerminkan karakter UMKM Kota Surakarta yang beragam dan menjadi
indikasi bahwa desain program mampu mengakomodasi berbagai jenis
usaha. Partisipasi UMKM dalam kegiatan inkubasi dan promosi juga
menunjukkan adanya minat dan kebutuhan UMKM terhadap layanan yang
disediakan oleh UMKM Center (BPS Kota Surakarta, 2025b).

Capaian pelaksanaan juga terlihat dari penyelenggaraan kegiatan
promosi dan pemasaran yang difasilitasi oleh UMKM Center, seperti festival
UMKM dan penempatan produk pada lokasi pemasaran strategis. Kegiatan
tersebut memberikan ruang bagi UMKM binaan untuk memperkenalkan
produk kepada konsumen yang lebih luas dan memperoleh pengalaman
langsung dalam menghadapi pasar yang lebih kompetitif. Secara deskriptif,
kegiatan promosi ini menjadi salah satu bentuk output utama Program UMKM
Center yang mudah diidentifikasi dan terdokumentasi dalam laporan
pelaksanaan (Akbar et al., 2023).

Selain aspek pemasaran, capaian pelaksanaan Program UMKM
Center juga mencakup peningkatan layanan pendampingan dan konsultasi
usaha. Melalui kegiatan pendampingan, UMKM binaan memperoleh
dukungan dalam pengurusan legalitas usaha, perbaikan manajemen usaha,
serta pemenuhan standar dasar produk. Meskipun capaian ini bersifat
kualitatif dan tidak seluruhnya terukur secara kuantitatif, laporan pelaksanaan
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program menunjukkan bahwa pendampingan menjadi salah satu layanan
yang paling banyak dimanfaatkan oleh UMKM peserta (Ardhiansyah &
Suryawati, 2022).

Dari sisi tata kelola pelaksanaan, Program UMKM Center juga
mencatat capaian dalam pengelolaan data dan pelaporan kegiatan.
Pelaksanaan program didukung oleh sistem pencatatan partisipasi UMKM
dan dokumentasi kegiatan yang digunakan sebagai dasar monitoring internal.
Keberadaan sistem data ini memungkinkan pemerintah daerah untuk
melakukan pemantauan pelaksanaan program secara lebih terstruktur dan
menjadi sumber informasi bagi evaluasi kebijakan selanjutnya. Capaian ini
menunjukkan adanya upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi
dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM (LAN RI, 2025c).

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan Program UMKM Center
menggambarkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan desain
operasional yang ditetapkan dan mampu menghasilkan output kegiatan yang
relevan dengan tujuan pengembangan UMKM. Namun, capaian yang
disajikan pada subbab ini masih bersifat deskriptif dan berfokus pada
keluaran pelaksanaan program. Penilaian mengenai sejauh mana capaian
tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM
akan dibahas lebih lanjut melalui analisis efektivitas pada Bab V.
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BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kinerja Pelaksanaan Program UMKM Center

Kinerja pelaksanaan Program UMKM Center Kota Surakarta secara
teknokratis menunjukkan integrasi yang solid dalam kerangka kebijakan
daerah di mana implementasinya selaras dengan mandat RPJMD 2025
sampai 2029 serta didukung Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang presisi
sebesar Rp 1.929.295.346 guna memicu eskalasi kapasitas usaha mikro
secara sistematis ke usaha kecil. Melalui mekanisme pendampingan
terstruktur pada Batch 1 (April-September) dan 2 (Oktober-November),
program ini berhasil mencatatkan capaian output yang signifikan mulai dari
peningkatan omzet peserta pada rentang 20 persen hingga 50 persen,
formalisasi legalitas usaha melalui penerbitan NIB bagi mayoritas pelaku
binaan, hingga perluasan akses pasar melalui kolaborasi ritel modern dan
pameran produk yang melibatkan ribuan peserta (Dinas Koperasi UKM dan
Perindustrian Kota Surakarta, 2025b). Efektivitas operasional ini divalidasi
oleh perannya sebagai simpul penghubung strategi penanggulangan
kemiskinan daerah yang menargetkan penguatan kemandirian ekonomi
masyarakat melalui ekosistem yang adaptif dan selaras dengan prioritas
pembangunan Kota Surakarta.

PERTUMBUHAN PROGRESS

Gambar 1. Persentase Progress UMKM Center
(Sumber: Dinkopukmperin, 2025)

5.1.1 Kinerja Pelaksanaan UMKM Center di Kota Surakarata

Pelaksanaan Program UMKM Center di Kota Surakarta menunjukkan
kinerja yang relatif kuat sebagai instrumen kebijakan strategis Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian Kota Surakarta
dalam mendorong penguatan ekonomi lokal. Program ini dirancang dan
diimplementasikan sebagai pusat layanan terpadu yang mengintegrasikan
berbagai bentuk intervensi pengembangan UMKM ke dalam satu ekosistem
kebijakan yang terkoordinasi, sejalan dengan arah pembangunan daerah
sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta 2025-2029, khususnya

25



Misi 3 yang menitikberatkan pada peningkatan daya saing ekonomi untuk
kesejahteraan masyarakat. Dari perspektif kebijakan publik, pelaksanaan
UMKM Center merefleksikan komitmen pemerintah daerah dalam
mengonsolidasikan sumber daya, aktor, dan instrumen kebijakan guna
membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan.

Pergeseran pendekatan kebijakan terlihat jelas dari transformasi pola
pembinaan UMKM yang sebelumnya bersifat sektoral dan terfragmentasi
menuju model ekosistem layanan terpadu. UMKM Center tidak diposisikan
sebagai satu kegiatan tunggal, melainkan sebagai sebuah platform kebijakan
yang menghubungkan berbagai instrumen pengembangan usaha dalam satu
alur layanan yang berjenjang dan saling terintegrasi. Dalam kerangka ini,
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Surakarta berfungsi sebagai one door
service sekaligus simpul koordinasi utama. PLUT tidak hanya menjalankan
fungsi pelayanan administratif, tetapi juga berperan sebagai pusat diagnosis
permasalahan usaha dan pengarah intervensi kebijakan, sehingga
fragmentasi layanan dapat diminimalkan dan setiap UMKM memperoleh
dukungan yang sesuai dengan kebutuhan serta tingkat kesiapan usahanya.

Dari sisi ketepatan sasaran, kinerja pelaksanaan program
mencerminkan penerapan prinsip kebijakan berbasis data melalui
mekanisme rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Proses seleksi
dilakukan secara berjenjang terhadap 954 pendaftar pada Batch 1 dan Batch
2, dengan tahapan kurasi yang dirancang untuk menjaring UMKM yang
memiliki potensi pertumbuhan ekonomi dan kesiapan manajerial untuk
dikembangkan lebih lanjut. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program
tidak dijalankan secara terbuka tanpa seleksi, melainkan diarahkan untuk
memaksimalkan efektivitas intervensi pada pelaku usaha yang dinilai paling
responsif terhadap pendampingan dan dukungan kebijakan.

Dalam aspek mekanisme akses dan penjangkauan, UMKM Center
menerapkan prinsip inklusivitas pada tahap awal melalui layanan Konsultasi
Bisnis yang dapat diakses secara luas oleh pelaku UMKM. Selanjutnya, pada
tahap intervensi lanjutan, program menerapkan segmentasi dan selektivitas
berdasarkan tingkat kesiapan usaha, kapasitas manajerial, serta potensi
pengembangan. Kombinasi antara kemudahan akses pada tahap awal dan
seleksi yang terukur pada tahap berikutnya memungkinkan pemanfaatan
sumber daya program secara lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga
keberlanjutan implementasi kebijakan pengembangan UMKM.

Desain pelaksanaan UMKM Center dibangun melalui empat program
utama, yaitu Konsultasi Bisnis, Bantu Modal, Bantu Jual, serta Eskalasi atau
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Akselerasi Bisnis, yang dirancang saling melengkapi dalam satu rangkaian
proses pengembangan usaha. Program Konsultasi Bisnis berperan sebagai
fondasi dan pintu masuk utama bagi pelaku UMKM, dengan layanan yang
mencakup aspek perizinan, manajemen, keuangan, pemasaran, produksi,
dan digitalisasi. Konsultasi didukung oleh konsultan internal PLUT serta
kolaborasi dengan praktisi profesional lintas bidang, dan dilengkapi dengan
mekanisme  tindak lanjut yang mengarahkan UMKM  untuk
mengimplementasikan rekomendasi serta mengakses program lanjutan yang
sesuai. Dalam konteks ini, konsultasi bisnis berfungsi sebagai mekanisme
triase kebijakan yang menentukan arah dan intensitas intervensi berikutnya.

Intervensi lanjutan diwujudkan melalui Program Bantu Modal dan
Program Bantu Jual yang mencerminkan pemahaman komprehensif
terhadap kebutuhan struktural UMKM. Program Bantu Modal difokuskan pada
pemberian bantuan barang produksi untuk meningkatkan efisiensi dan
kapasitas usaha, sementara Program Bantu Jual diarahkan pada penguatan
akses pasar melalui kurasi produk, pendampingan kesiapan jual, dan fasilitasi
pemasaran. Integrasi kedua pilar ini menegaskan bahwa program tidak
sekadar memberikan bantuan bersifat karitatif, melainkan menekankan
penguatan kapasitas manajerial dan daya saing pasar UMKM dalam
menghadapi dinamika ekonomi perkotaan yang semakin kompetitif.
Pelaksanaan klinik kelompok sebagai pelengkap layanan individual juga
memperkuat peran PLUT sebagai pusat layanan bisnis yang adaptif dan
responsif terhadap kebutuhan UMKM.

Secara keseluruhan, kinerja pelaksanaan Program UMKM Center
menunjukkan landasan operasional yang relatif kuat, ditopang oleh dukungan
anggaran yang memadai, mekanisme seleksi yang terukur, koordinasi lintas
sektor yang berjalan, serta desain program yang komprehensif dan
terintegrasi. Namun demikian, temuan di tingkat implementasi lapangan
menunjukkan masih adanya ruang penyempurnaan, khususnya dalam aspek
fleksibilitas jadwal kegiatan dan pendekatan pembinaan yang lebih adaptif
terhadap karakteristik UMKM mikro. Penyempurnaan tersebut diperlukan
untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor pemberdayaan ekonomi
mikro serta memastikan bahwa dampak Program UMKM Center terhadap
penguatan ekonomi lokal Kota Surakarta dapat berlangsung secara lebih
optimal dan berkelanjutan.

5.1.2 Capaian Output Program UMKM Center Kota Surakarta

Capaian pelaksanaan Program UMKM Center pada Batch 1 dan Batch
2 memperlihatkan hasil kuantitatif yang bermakna dengan tingginya respons
masyarakat, yakni tercatat 954 UMKM yang mendaftarkan diri dalam sistem
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seleksi program. Ini membuktikan adanya kebutuhan nyata akan layanan
pengembangan bisnis yang belum terakomodasi oleh mekanisme pasar,
sekaligus mengonfirmasi relevansi Program UMKM Center sebagai
instrumen kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan UMKM.
Keberhasilan program terlihat jelas dari peningkatan pendapatan rata-rata
peserta yang mencapai 20-50 persen setelah mengikuti program,
menunjukkan bahwa pelatihan manajerial dan teknis yang diberikan efektif
meningkatkan produktivitas usaha.

Capaian ekonomi ini menjadi indikator penting bahwa modul
manajemen keuangan dan strategi pengembangan usaha yang dirancang
dalam program mampu mengatasi kendala struktural yang dihadapi
mayoritas peserta, khususnya keterbatasan modal usaha yang dialami 47
UMKM dan kesulitan pemasaran yang dihadapi 42 UMKM. Program ini juga
telah menyelenggarakan Festival UMKM yang dikunjungi lebih dari 7.700
orang, memberikan peluang promosi yang luas bagi produk unggulan lokal
sekaligus berfungsi sebagai media pembelajaran bagi UMKM dalam
menghadapi pasar yang lebih kompetitif.

Dari aspek penguatan legalitas dan perluasan akses pasar, UMKM
Center telah menghasilkan capaian strategis melalui formalisasi usaha dalam
penerbitan 363 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi peserta terpilih, yang
menjadi prasyarat penting bagi profesionalisasi usaha dan perluasan akses
pasar. Standarisasi produk diperkuat melalui fasilitasi pengurusan 29
sertifikasi Produk Industri Rumah Tangga (PIRT), 156 sertifikasi Halal, dan 65
pendaftaran merek untuk menjamin keamanan produk serta perlindungan hak
kekayaan intelektual.

Capaian formalisasi ini menunjukkan bahwa UMKM Center berhasil
menjalankan fungsinya dalam mengangkat kelas usaha mikro dari entitas
informal menjadi unit bisnis yang legal dan terstandar. Upaya transformasi
digital juga menunjukkan hasil positif di mana 59 UMKM kini telah aktif
memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Facebook sebagai saluran
komunikasi dan promosi utama, sementara 33 UMKM telah menggunakan
platform marketplace seperti Shopee dan Tokopedia untuk memperluas
jangkauan konsumen. Perluasan jaringan distribusi diperkuat melalui kerja
sama dengan pihak swasta dalam penyediaan gerai di Solo Paragon Mall
serta pengaktifan Galeri UMKM di Balai Kota Surakarta sebagai ruang
pameran produk unggulan, yang membuka akses UMKM ke pasar ritel
modern yang sebelumnya sulit dijangkau mengingat data menunjukkan 89,41
persen distribusi produk masih terbatas pada lingkup lokal. Meskipun capaian
output program menunjukkan hasil yang positif dan terukur, analisis terhadap
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tingkat partisipasi memberikan catatan penting untuk evaluasi efektivitas
program secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, capaian output Program UMKM Center
menggambarkan bahwa program telah berjalan sesuai dengan desain
operasional yang ditetapkan dan mampu menghasilkan keluaran yang
relevan dengan tujuan pengembangan UMKM, mulai dari peningkatan
kapasitas ekonomi, formalisasi usaha, adopsi teknologi digital, hingga
perluasan akses pasar. Seluruh pencapaian ini menunjukkan peran strategis
UMKM Center dalam membangun ekosistem usaha yang lebih profesional,
formal, dan kompetitif baik di tingkat regional maupun nasional, yang
memberikan landasan kuat bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
dan Perindustrian untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dalam
sektor pemberdayaan ekonomi mikro melalui skema pendampingan yang
lebih responsif dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Kota
Surakarta.

5.2 Analisis Efektivitas Program

Sesuai dengan tujuan penelitian kedua, sub-bab ini mengkaiji
efektivitas Program UMKM Center dalam mendorong pengembangan usaha
mikro di Kota Surakarta. Pengkajian dilakukan dengan menganalisis capaian
kuantitatif program dan perubahan kualitatif pada dimensi formalisasi serta
standarisasi usaha.ni membahas efektivitas Program UMKM Center dalam
memberikan dampak nyata terhadap pengembangan usaha mikro di Kota
Surakarta, sesuai dengan tujuan penelitian kedua. Efektivitas dianalisis
melalui capaian kuantitatif serta perubahan kualitatif pada aspek formalisasi
dan standarisasi usaha.

5.2.1 Efektivitas Program terhadap Peningkatan Kualitas Usaha

Program UMKM Center menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam
meningkatkan kualitas usaha pelaku UMKM di Kota Surakarta, yang
tercermin secara konsisten melalui perbaikan kinerja ekonomi, penguatan
formalisasi usaha, serta peningkatan kapasitas produksi dan manaijerial.
Efektivitas ini tidak hanya terlihat pada capaian administratif, tetapi juga pada
perubahan struktural dalam pola pengelolaan usaha yang berdampak
langsung terhadap produktivitas, efisiensi operasional, dan kesejahteraan
pelaku UMKM.

Dari aspek kinerja ekonomi, hasil monitoring peserta Eskalasi Bisnis
menunjukkan bahwa mayoritas UMKM binaan mengalami peningkatan
pendapatan setelah mengikuti pendampingan UMKM Center. Sebanyak 26
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UMKM mencatatkan kenaikan omzet pada kisaran 10-30 persen, 20 UMKM
mengalami kenaikan di bawah 10 persen, dan 9 UMKM bahkan mencatatkan
peningkatan omzet di atas 30 persen. Hanya sebagian kecil UMKM yang
mengalami stagnasi (19 UMKM) dan penurunan omzet (1 UMKM). Temuan
ini mengonfirmasi bahwa peningkatan omzet rata-rata peserta berada pada
rentang 20-50 persen sebagaimana teridentifikasi dalam evaluasi program,
sekaligus menunjukkan bahwa intervensi yang diberikan mampu
menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi sebagian besar peserta. Capaian
tersebut relevan dengan kondisi awal UMKM yang didominasi oleh
keterbatasan modal usaha dan hambatan pemasaran, sehingga peningkatan
pendapatan menjadi indikator kuat keberhasilan program dalam
meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha.

Efektivitas program juga tercermin pada dimensi peningkatan
kapasitas produksi, yang tidak semata-mata dimaknai sebagai peningkatan
volume output, tetapi sebagai penguatan kemampuan struktural UMKM
dalam mengelola proses produksi secara lebih terencana, konsisten, dan
berorientasi kualitas. Data menunjukkan bahwa 44 UMKM mengalami
peningkatan kapasitas produksi pada kisaran di bawah 30 persen, sementara
7 UMKM mencatatkan peningkatan kapasitas produksi yang signifikan di atas
30 persen. Meskipun masih terdapat 24 UMKM yang kapasitas produksinya
relatif tidak berubah, secara agregat data ini menunjukkan bahwa mayoritas
peserta merasakan dampak positif dari intervensi program terhadap
kemampuan produksi usaha.

Intervensi utama yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan
kapasitas produksi tersebut adalah Program Bantu Modal yang disalurkan
dalam bentuk bantuan barang produksi. Pendekatan bantuan non-tunai ini
secara strategis diarahkan untuk mengatasi kendala produktivitas yang
bersumber dari keterbatasan alat, teknologi, dan sarana produksi. Penentuan
jenis bantuan dilakukan melalui diskusi teknis antara pendamping dan pelaku
usaha, sehingga barang yang diberikan bersifat tepat guna dan sesuai
dengan karakteristik serta kebutuhan spesifik masing-masing UMKM.
Mekanisme ini memastikan bahwa peningkatan kapasitas produksi tidak
dilakukan secara seragam, melainkan bersifat kontekstual dan adaptif
terhadap skala usaha peserta.

Efektivitas intervensi tersebut juga tercermin dari perubahan pola kerja
UMKM setelah menerima bantuan dan pendampingan. UMKM yang
sebelumnya menghadapi kendala pada kecepatan produksi, konsistensi
kualitas, dan pemenuhan pesanan mulai menunjukkan kemampuan produksi
yang lebih stabil. Laporan monitoring mencatat adanya perbaikan dalam
pengelolaan alur produksi serta pemanfaatan peralatan yang lebih optimal,
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sehingga peningkatan kapasitas produksi tidak hanya bersifat teknis, tetapi
juga diikuti oleh perubahan praktik kerja dan manajemen operasional usaha.

Pada dimensi ketenagakerjaan, dampak program relatif lebih moderat.
Data menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM (48 peserta) belum
mengalami penambahan tenaga kerja, sementara 23 UMKM mencatatkan
peningkatan tenaga kerja di bawah 30 persen dan 4 UMKM mengalami
peningkatan signifikan di atas 30 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa
peningkatan kapasitas produksi dan omzet pada tahap awal lebih banyak
diakomodasi melalui peningkatan efisiensi kerja dan optimalisasi peralatan
produksi, bukan melalui ekspansi tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan
karakteristik UMKM mikro yang umumnya dikelola secara mandiri dan masih
berhati-hati dalam menambah beban biaya tetap.

Selain peningkatan kinerja ekonomi dan kapasitas produksi, efektivitas
Program UMKM Center juga tercermin secara kuat pada dimensi formalisasi
dan standarisasi usaha. Program berhasil memfasilitasi penerbitan 363
Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi peserta terpilih, serta mendorong
pencapaian sertifikasi PIRT, halal, dan pendaftaran merek. Capaian ini
menandai transformasi fundamental dari usaha informal menuju entitas bisnis
yang legal, terstandar, dan memenuhi persyaratan regulasi untuk mengakses
pasar modern dan rantai pasok yang lebih kompetitif.

Secara keseluruhan, integrasi antara peningkatan omzet, penguatan
kapasitas produksi, perbaikan praktik manajerial, dan keberhasilan
formalisasi usaha menunjukkan bahwa Program UMKM Center efektif
sebagai instrumen kebijakan dalam mendorong proses “naik kelas” UMKM
Kota Surakarta. Efektivitas tersebut paling menonjol pada UMKM yang
memiliki kesiapan usaha dan orientasi pertumbuhan yang jelas, serta sejalan
dengan arah kebijakan pembangunan UMKM dalam RPJMD Kota Surakarta
2025-2029 Misi 3.

5.2.2 Efektivitas Program terhadap Perluasan Akses Pasar Pelaku UMKM

Efektivitas perluasan akses pasar dalam Program UMKM Center
tercermin secara nyata melalui pelaksanaan Program Bantu Jual dan
kegiatan promosi kolektif yang difasilitasi secara terstruktur. Perluasan akses
pasar menjadi dimensi kunci dalam evaluasi efektivitas program, mengingat
keterbatasan jangkauan geografis dan akses jaringan pemasaran merupakan
hambatan struktural utama yang dihadapi UMKM mikro di Kota Surakarta.
Data hasil monitoring peserta Eskalasi Bisnis menunjukkan bahwa intervensi
akses pasar yang dilakukan UMKM Center mampu membuka peluang
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pemasaran baru bagi mayoritas peserta, baik melalui kanal offline maupun
digital.

Berdasarkan hasil monev peserta, sebagian besar UMKM binaan telah
mengaktifkan lebih dari satu saluran pemasaran setelah mengikuti
pendampingan. Selain pemasaran konvensional melalui penjualan langsung,
mayoritas peserta mulai memanfaatkan media sosial dan marketplace
sebagai kanal pemasaran aktif. Tercatat 33 UMKM telah terintegrasi ke
marketplace nasional seperti Shopee dan Tokopedia, sementara sebagian
besar lainnya menggunakan media sosial sebagai sarana promosi dan
penjualan. Temuan ini menunjukkan adanya perluasan jangkauan pasar yang
signifikan, di mana UMKM tidak lagi bergantung pada pasar lokal semata,
tetapi mulai menjangkau konsumen di luar wilayah Kota Surakarta.

Efektivitas akses pasar offline juga tercermin dari fasilitasi penempatan
produk pada outlet strategis dan kegiatan promosi kolektif. Penempatan
produk UMKM di Solo Paragon Mall memberikan akses langsung ke segmen
konsumen menengah atas yang sebelumnya sulit dijangkau oleh UMKM
mikro. Pengaktifan Galeri UMKM di Balai Kota Surakarta sebagai ruang
pameran permanen turut meningkatkan visibilitas produk unggulan lokal di
lokasi dengan lalu lintas pengunjung yang tinggi. Selain itu, penyelenggaraan
UMKM Center Festival yang menarik lebih dari 7.700 pengunjung menjadi
bukti konkret bahwa program mampu menciptakan momentum promosi
massal yang efektif dalam meningkatkan awareness dan minat konsumen
terhadap produk UMKM lokal.

Dampak perluasan akses pasar tersebut tercermin pada kinerja
penjualan peserta. Data Excel menunjukkan bahwa mayoritas UMKM
mengalami peningkatan omzet setelah mengikuti pendampingan, dengan 26
UMKM mencatatkan kenaikan omzet sebesar 10-30 persen, 9 UMKM
mengalami peningkatan lebih dari 30 persen, dan 20 UMKM mengalami
peningkatan meskipun masih kurang dari 10 persen. Capaian ini
mengindikasikan bahwa akses pasar yang difasilitasi melalui Program Bantu
Jual dan promosi kolektif memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan
penjualan, meskipun tingkat dampaknya bervariasi antar pelaku usaha.

Namun demikian, data juga mengungkapkan bahwa keberlanjutan
akses pasar masih menghadapi tantangan struktural. Meskipun peluang
pasar telah terbuka, tidak seluruh UMKM mampu mempertahankan intensitas
penjualan secara stabil. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa masih terdapat
19 UMKM yang mengalami stagnasi omzet dan 1 UMKM yang mengalami
penurunan. Tantangan utama terletak pada konsistensi kualitas produk,
kapasitas produksi, serta kemampuan memenuhi permintaan pasar secara
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berkelanjutan. Data kapasitas produksi menunjukkan bahwa meskipun 51
UMKM mengalami peningkatan kapasitas produksi (44 di bawah 30 persen
dan 7 di atas 30 persen), masih terdapat 24 UMKM yang kapasitas
produksinya relatif tidak berubah, yang berimplikasi langsung pada
keterbatasan pemenuhan permintaan pasar modern.

Selain itu, rendahnya pertumbuhan tenaga kerja—di mana 48 UMKM
belum mengalami penambahan tenaga kerja—menunjukkan bahwa ekspansi
pasar pada tahap awal masih ditopang oleh peningkatan efisiensi kerja,
bukan ekspansi skala usaha. Kondisi ini mempertegas bahwa perluasan
akses pasar yang difasilitasi program masih bersifat rentan apabila tidak
diiringi dengan penguatan kapasitas produksi dan manajemen rantai pasok.

Secara keseluruhan, data empiris mengonfirmasi bahwa Program
UMKM Center efektif dalam membuka akses pasar baru melalui kombinasi
strategi promosi kolektif, outlet strategis, dan pemasaran digital. Namun,
efektivitas tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya
berkelanjutan bagi seluruh peserta. Oleh karena itu, keberhasilan perluasan
akses pasar perlu ditopang oleh penguatan simultan pada aspek kapasitas
produksi, standarisasi kualitas, dan manajemen pasokan. Ke depan,
transformasi pendekatan dari promosi berbasis event menuju kemitraan
strategis jangka panjang dengan ritel dan platform distribusi menjadi kunci
agar akses pasar yang telah terbuka dapat menjadi fondasi pertumbuhan
usaha yang stabil dan berkelanjutan bagi UMKM Kota Surakarta.

5.3 Identifikasi Faktor Pendukung dan Penghambat

Sesuai tujuan penelitian ketiga, bagian ini menganalisis faktor
pendukung dan hambatan pelaksanaan Program UMKM Center. Kajian
difokuskan pada identifikasi variabel internal dan eksternal yang
memengaruhi keberhasilan program dari aspek strategis, birokrasi,
operasional, dan sosial kultural.

5.3.1 Faktor Pendukung

Keberhasilan pelaksanaan Program UMKM Center di Kota Surakarta
ditopang oleh konvergensi sejumlah faktor strategis yang saling memperkuat
dalam membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang
kondusif dan berkelanjutan. Dukungan politik serta komitmen kepemimpinan
daerah menjadi fondasi utama yang tercermin dalam integrasi program ke
dalam Asta Cita 2, yakni Program Penguatan Daya Saing UMKM Berbasis
Ekosistem Bisnis, yang didukung oleh alokasi anggaran signifikan sebesar
Rp 1.929.295.346. Konsistensi kebijakan tersebut diperkuat oleh kerangka
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hukum yang jelas melalui Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 24 Tahun
2021 tentang Pemberdayaan UMKM melalui Digitalisasi, yang memberikan
dasar kewenangan dan arah operasional program secara formal.

Namun demikian, berdasarkan penjelasan yang diperoleh, peserta
Program UMKM Center pada batch 1 dan batch 2 tidak bersumber dari basis
data e-SIK maupun lulusan Program Keluarga Harapan (PKH), melainkan
berasal dari mekanisme pendaftaran mandiri melalui tautan pada situs web
resmi. Pola rekrutmen ini menunjukkan bahwa sasaran program pada tahap
awal belum secara spesifik diarahkan kepada kelompok rumah tangga miskin
atau rentan. Oleh karena itu, secara konseptual, kontribusi Program UMKM
Center terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta belum
dapat ditunjukkan secara langsung.

Lebih lanjut, meskipun ketentuan pendaftaran Program UMKM Center
mensyaratkan kepemilikan KTP Kota Surakarta, masih diperlukan klarifikasi
lanjutan mengenai apakah seluruh peserta pada batch 1 dan batch 2 benar-
benar merupakan penduduk Kota Surakarta. Apabila seluruh peserta tersebut
berdomisili di Surakarta, dampak program terhadap penurunan tingkat
kemiskinan kota tetap belum terukur secara memadai, mengingat tidak
adanya penargetan berbasis data kemiskinan serta ketiadaan indikator yang
secara eksplisit mengaitkan keikutsertaan dalam program dengan perubahan
status kesejahteraan peserta.

Sebagai tindak lanjut kebijakan, pada tahun 2026 direncanakan akan
diterapkan skema kegiatan yang secara khusus menyasar kelompok graduasi
PKH, dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi dan mencegah
kembalinya kelompok tersebut menjadi peserta PKH. Pendekatan ini akan
diberlakukan secara menyeluruh pada seluruh kegiatan bidang UMKM yang
dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. Dalam konteks
pengembangan kapasitas usaha, perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini
tidak terdapat pelatihan dalam Program UMKM Center maupun kegiatan
UMKM lainnya yang secara khusus ditujukan untuk persiapan atau orientasi
pasar luar negeri.

Dari sisi operasional dan kolaboratif, Program UMKM Center didukung
oleh ketersediaan infrastruktur fisik dan digital yang relatif memadai.
Dukungan tersebut mencakup keberadaan Pusat Layanan Usaha Terpadu
(PLUT) Surakarta sebagai pusat pendampingan utama dan layanan satu
pintu, Galeri UMKM di Balai Kota yang memberikan visibilitas tinggi di pusat
pemerintahan, serta gerai UMKM di Solo Paragon Mall melalui kerja sama
dengan sektor swasta yang membuka akses ke pasar ritel modern. Selain itu,

34



platform digital terintegrasi telah menghubungkan 59 UMKM binaan ke media
sosial dan 33 UMKM ke marketplace nasional seperti Shopee dan Tokopedia.

I Penjualan Langsung (offl... I Marketplace (Shopee, To... Media sosial [l Reseller / mitra

60

40

20

Gambar 2. Grafik Penjualan UMKM
(Sumber: Dinkopukmperin, 2025)

Keunggulan program ini semakin diperkuat melalui kolaborasi multi-
stakeholder yang melibatkan 10 mentor bisnis profesional untuk mendukung
transfer pengetahuan yang aplikatif, kemitraan dengan sektor swasta melalui
skema CSR dalam bentuk bantuan peralatan produksi, serta desain program
yang komprehensif melalui empat pilar subprogram, yaitu Eskalasi Bisnis,
Konsultasi UMKM, Bantu Modal, dan Bantu Jual. Keempat pilar tersebut
dirancang secara bertahap dan berjenjang sesuai tingkat kesiapan UMKM,
sehingga mendorong proses “naik kelas” secara sistematis.

Tingginya antusiasme masyarakat yang tercermin dari rasio kompetisi
pendaftar, kuatnya budaya kewirausahaan Kota Surakarta sebagai pusat
perdagangan dan budaya, serta dampak awal yang relatif terukur berupa
peningkatan omzet sebesar 20-50 persen, penerbitan 363 NIB, sertifikasi
produk (29 PIRT, 156 sertifikat halal, dan 65 merek), serta penyelenggaraan
Festival UMKM yang dikunjungi lebih dari 7.700 pengunjung, secara kumulatif
menciptakan momentum positif dan efek demonstrasi yang memperkuat
legitimasi program. Kondisi ini mendorong partisipasi UMKM yang semakin
berkualitas pada batch berikutnya dan menempatkan Program UMKM Center
pada posisi yang relatif kokoh untuk dikembangkan sebagai model praktik
baik pemberdayaan ekonomi mikro di tingkat daerah yang mendukung
pencapaian target pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di Kota
Surakarta.

5.3.2 Faktor Penghambat

Pelaksanaan Program UMKM Center, di samping capaian positif yang
telah dihasilkan, menghadapi sejumlah hambatan struktural, birokratis, teknis,
dan sosial kultural yang membatasi optimalisasi efektivitas program.
Hambatan struktural dan birokrasi terutama tercermin pada keterbatasan
kapasitas kelembagaan, khususnya rasio tenaga pendamping dibandingkan
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dengan jumlah UMKM yang mengakses layanan. Jumlah UMKM yang
dilayani relatif besar, sementara ketersediaan pendamping bersifat terbatas,
sehingga intensitas dan kedalaman pendampingan belum dapat dilakukan
secara merata. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya asistensi spesifik
usaha dan pengawalan berkelanjutan yang dibutuhkan oleh UMKM dengan
tingkat kesiapan yang beragam.

Dari dimensi teknis operasional dan sosial kultural, hambatan yang
dihadapi bersifat lebih fundamental karena berakar pada keterbatasan
kapasitas produktif UMKM dan resistensi terhadap transformasi pola bisnis
konvensional. Variasi tingkat kesiapan dan kapasitas internal UMKM, baik
dari sisi kemampuan manajerial, kualitas sumber daya manusia, maupun
komitmen pengembangan usaha, menyebabkan hasil intervensi program
tidak seragam. UMKM yang relatif siap cenderung mampu memanfaatkan
pendampingan secara optimal, sementara UMKM mikro dengan kapasitas
dasar yang terbatas memerlukan dukungan lebih intensif yang belum
sepenuhnya dapat difasilitasi oleh program.

Hambatan teknis utama berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur
penunjang dan rendahnya tingkat standarisasi alat produksi pada sebagian
UMKM mikro. Meskipun Program UMKM Center telah menyalurkan bantuan
modal dalam bentuk barang yang mendukung operasional usaha, bantuan
tersebut masih berfungsi sebagai penguatan awal dan belum sepenuhnya
mampu mendorong peningkatan skala produksi terstandar untuk memenuhi
permintaan pasar ritel modern secara konsisten. Kondisi ini membatasi
kemampuan UMKM dalam pengelolaan inventori, pencatatan keuangan yang
akurat, serta penerapan sistem manajemen rantai pasok profesional,
sehingga proses “naik kelas” UMKM binaan belum dapat berlangsung secara
berkelanjutan meskipun akses pasar telah difasilitasi.

Kesenjangan literasi dan adopsi teknologi digital juga menjadi faktor
pembatas, khususnya pada program yang berorientasi pada pemasaran
digital dan penjualan daring. Tidak seluruh UMKM memiliki kesiapan yang
sama untuk beradaptasi dengan teknologi, baik dari sisi pemahaman,
infrastruktur, maupun kesiapan mental, sehingga pemanfaatan kanal digital
yang difasilitasi program menunjukkan variasi capaian yang cukup lebar.

Secara operasional, kendala signifikan muncul pada aspek
kesinambungan pasokan dan manajemen waktu peserta pendampingan.
Penempatan produk pada saluran pemasaran strategis sering menghadapi
tantangan ketidakmampuan UMKM dalam menjaga stabilitas volume
produksi sesuai permintaan pasar.
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Hambatan-hambatan tersebut diperumit oleh faktor sosial dan kultural
yang ditandai oleh dominasi orientasi bisnis subsisten. Sebagian besar
UMKM mikro masih memandang usaha sebagai sarana pemenuhan
kebutuhan harian, bukan sebagai entitas bisnis yang perlu dikelola secara
profesional dan berorientasi pengembangan jangka panjang. Pola pikir ini
sering kali menimbulkan resistensi psikologis yang bersifat laten dan
terbentuk secara struktural terhadap perubahan mendasar dalam tata kelola
usaha, pencatatan keuangan, dan strategi pemasaran yang diperkenalkan
melalui pendampingan program.

Selain itu, keberlanjutan pendampingan pascaprogram masih menjadi
tantangan. Meskipun mekanisme monitoring telah dirancang, keterbatasan
sumber daya dan siklus program menyebabkan pendampingan lanjutan
belum dapat menjangkau seluruh UMKM secara intensif dan konsisten, yang
berpotensi melemahkan keberlanjutan hasil program. Secara keseluruhan,
kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas Program UMKM
Center memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, diferensiasi strategi
pendampingan, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik
teknis, sosial, dan kultural UMKM mikro di Kota Surakarta.
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BAB VI
KESIMPULAN

Program UMKM Center Kota Surakarta dapat dinilai efektif secara substansial
sebagai instrumen kebijakan pengembangan UMKM, khususnya dalam
meningkatkan kualitas usaha, daya saing, dan profesionalisasi pelaku usaha
mikro menuju usaha kecil. Efektivitas tersebut tercermin dari kesesuaian desain
dan pelaksanaan program dengan kerangka pembangunan daerah dalam
RPJMD Kota Surakarta 2025-2029, dukungan anggaran yang memadai, serta
kemampuan program menghasilkan capaian kinerja yang terukur dan relevan
dengan tujuan kebijakan. Dengan demikian, pada tingkat peningkatan kapasitas
usaha dan penguatan ekosistem UMKM, Program UMKM Center telah berfungsi
secara efektif dan operasional.

Dari sisi kinerja pelaksanaan dan capaian output, Program UMKM Center
menunjukkan hasil yang konkret dan dapat diverifikasi. Tingginya partisipasi
pendaftar mencerminkan adanya kebutuhan riil pelaku usaha terhadap layanan
pengembangan bisnis, sementara peningkatan omzet rata-rata peserta pada
kisaran 20-50 persen, penerbitan 363 Nomor Induk Berusaha, fasilitasi sertifikasi
produk, serta perluasan akses pasar melalui ritel modern, pameran, dan kanal
digital menandakan bahwa program tidak berhenti pada output administratif,
melainkan menghasilkan perubahan nyata pada kinerja usaha peserta. Capaian
tersebut menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong transformasi
usaha mikro dari entitas informal menuju usaha yang lebih formal, profesional,
dan berorientasi pasar.

Ditinjau dari aspek efektivitas kebijakan, Program UMKM Center terbukti
efektif dalam meningkatkan kualitas usaha UMKM, khususnya pada dimensi
kinerja ekonomi, kapasitas produksi, penguatan manaijerial, serta formalisasi dan
standarisasi usaha. Perubahan pola pengelolaan usaha, peningkatan
produktivitas, dan adopsi kanal pemasaran digital mengindikasikan terjadinya
perubahan struktural dalam perilaku usaha peserta program. Namun demikian,
efektivitas tersebut belum sepenuhnya merata karena sangat dipengaruhi oleh
tingkat kesiapan awal, kapasitas internal, dan orientasi pertumbuhan masing-
masing UMKM. Program memberikan dampak paling optimal pada UMKM yang
telah memiliki fondasi usaha dan komitmen pengembangan yang relatif kuat.

Pada dimensi perluasan akses pasar, Program UMKM Center efektif dalam
membuka peluang pemasaran baru melalui strategi promosi kolektif,
penempatan produk pada outlet strategis, dan integrasi dengan platform digital.
Meskipun demikian, keberlanjutan akses pasar jangka panjang masih
menghadapi tantangan struktural, terutama terkait konsistensi kualitas produk,
stabilitas pasokan, dan keterbatasan kapasitas produksi UMKM mikro. Hal ini
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menunjukkan bahwa efektivitas perluasan akses pasar yang dicapai saat ini
masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan lanjutan agar dapat menjadi
fondasi pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan, kajian ini menegaskan bahwa
Program UMKM Center belum dapat dinyatakan efektif secara langsung dalam
menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Surakarta. Pola rekrutmen peserta yang
belum berbasis data kemiskinan serta ketiadaan indikator dampak sosial
menyebabkan kontribusi program terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin
belum terukur secara memadai. Dengan demikian, efektivitas program terhadap
kemiskinan bersifat tidak langsung dan memerlukan penajaman sasaran serta
instrumen evaluasi dampak sosial pada tahap implementasi berikutnya.
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1.

BAB VII
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penguatan Pemerataan Akses Program UMKM Center

Penguatan pemerataan akses Program UMKM Center perlu diarahkan
untuk memastikan bahwa seluruh segmen UMKM mulai dari usaha ultra
mikro, mikro, hingga UMKM yang siap naik kelas memiliki kesempatan yang
setara untuk mengakses layanan dan intervensi program. Pendekatan ini
menegaskan bahwa UMKM Center tidak hanya berorientasi pada pelaku
usaha yang telah relatif mapan, tetapi juga menjangkau UMKM pemula dan
kelompok usaha yang selama ini belum tersentuh secara efektif oleh program
pengembangan pemerintah.

Dalam implementasinya, perlu dilakukan upaya proaktif untuk
menjangkau UMKM yang belum terhubung dengan ekosistem layanan
UMKM Center, baik karena keterbatasan informasi, kapasitas, maupun akses
kelembagaan. Bagi UMKM pemula dan usaha ultra mikro, penguatan akses
perlu difokuskan pada penyediaan pelatihan dasar serta pendampingan yang
lebih intensif dan berkelanjutan, agar mereka memiliki fondasi manajerial dan
operasional yang memadai untuk berkembang. Sementara itu, bagi UMKM
dengan potensi pertumbuhan tinggi, dukungan akselerasi yang lebih terarah
perlu disiapkan untuk mempercepat proses “naik kelas” dan meningkatkan
daya saing usaha. Dengan diferensiasi pendekatan tersebut, pemerataan
akses program dapat berjalan seiring dengan peningkatan efektivitas
intervensi sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok
UMKM.

Bahkan jika diperlukan maka UMKM Center bisa menggandeng
Wilayah untuk menjaring peserta karena berdasarkan informasi dari wilayah
keberadaan UMKM Center masih belum terdengar dan diketahui oleh wilayah
sehingga warga di masing-masing wilayah belum sampai pada keikutsertaan
yang maksimal.

Penyusunan dan Publikasi Data Dampak Program UMKM Center
terhadap Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi, UKM dan
Perindustrian perlu menyusun dan mempublikasikan basis data dampak
Program UMKM Center yang secara spesifik mengaitkan partisipasi UMKM
dengan perubahan kondisi sosial ekonomi di lingkungan sekitar lokasi usaha.
Selama ini, efektivitas program lebih banyak diukur melalui indikator kinerja
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usaha, seperti peningkatan omzet dan legalitas, sementara kontribusinya
terhadap pengentasan kemiskinan belum terdokumentasi secara sistematis.
Oleh karena itu, diperlukan integrasi data peserta UMKM Center dengan
basis data kesejahteraan daerah (e-SIK, DTKS, dan data graduasi PKH)
untuk mengidentifikasi apakah UMKM binaan mampu menciptakan lapangan
kerja lokal, menyerap tenaga kerja dari rumah tangga miskin, atau mendorong
aktivitas ekonomi turunan di sekitarnya.

Sebagai tindak lanjut, indikator dampak kemiskinan perlu dirumuskan
secara operasional, misalnya melalui pencatatan jumlah tenaga kerja lokal
yang direkrut oleh UMKM binaan, peningkatan pendapatan pekerja di sekitar
lokasi usaha, serta keterlibatan warga sekitar dalam rantai pasok UMKM.
Publikasi data ini penting tidak hanya untuk mengukur efektivitas program
terhadap pengentasan kemiskinan, tetapi juga sebagai dasar penajaman
kebijakan agar UMKM Center ke depan dapat diarahkan lebih eksplisit
sebagai instrumen pembangunan ekonomi inklusif, bukan semata program
peningkatan daya saing usaha.

. Publikasi Terbuka Hasil Monitoring dan Evaluasi Program UMKM Center

Untuk memperkuat akuntabilitas dan pembelajaran kebijakan,
Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
dan Dinas Komunikasi dan Informasi SP perlu secara rutin mempublikasikan
hasil monitoring dan evaluasi (monev) Program UMKM Center. Publikasi ini
dapat mencakup ringkasan capaian utama program, seperti perubahan
omzet, kapasitas produksi, akses pasar, tingkat formalisasi usaha, serta
kendala yang dihadapi peserta dalam menjaga keberlanjutan usaha.
Berdasarkan temuan kajian, data monev telah tersedia dan relatif lengkap,
namun belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen transparansi
dan pengambilan keputusan berbasis data.

Publikasi hasil monev secara berkala misalnya dalam bentuk laporan
tahunan, dashboard kinerja, atau ringkasan eksekutif yang mudah diakses
publik akan memberikan beberapa manfaat strategis. Pertama, meningkatkan
legitimasi program di mata publik dan pemangku kepentingan. Kedua,
menjadi umpan balik bagi perbaikan desain program, termasuk penajaman
segmentasi peserta dan diferensiasi model pendampingan. Ketiga,
mendorong partisipasi UMKM yang lebih berkualitas pada batch berikutnya,
karena calon peserta dapat memahami secara realistis manfaat dan tuntutan
program. Dengan demikian, publikasi monev bukan sekadar kewajiban
administratif, tetapi bagian integral dari penguatan tata kelola kebijakan
UMKM Center.
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4. Optimalisasi dan Pengembangan Lokasi Strategis Kota Surakarta
sebagai Pusat Peningkatan Nilai Tambah UMKM

Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Koperasi, UKM dan
Perindustrian dan OPD terkait perlu mengembangkan pendekatan berbasis
kawasan (place-based approach) dalam memperkuat keberlanjutan akses
pasar dan peningkatan nilai tambah UMKM binaan. Selain kawasan
Ngarsopuro yang memiliki posisi strategis sebagai pusat budaya dan
destinasi wisata, terdapat sejumlah lokasi lain di Kota Surakarta yang
berpotensi dioptimalkan sebagai etalase dan pusat aktivitas ekonomi UMKM
Center secara lebih permanen dan terintegrasi.

Kawasan Ngarsopuro tetap menjadi lokasi prioritas untuk
dikembangkan sebagai pusat pemasaran tematik UMKM berbasis kurasi
kualitas, rotasi produk peserta UMKM Center, serta integrasi dengan agenda
pariwisata kota. Pengembangan kawasan ini dapat diarahkan sebagai ruang
pemasaran berkelanjutan dan laboratorium pasar (market testing) yang
memungkinkan UMKM menguji respon konsumen sebelum memasuki pasar
ritel modern dan jaringan distribusi yang lebih luas.

Selain Ngarsopuro, optimalisasi Kawasan Balai Kota Surakarta melalui
Galeri UMKM perlu diperkuat sebagai etalase resmi produk unggulan UMKM
Center yang merepresentasikan kualitas dan identitas ekonomi lokal. Galeri
UMKM tidak hanya difungsikan sebagai ruang pamer, tetapi juga sebagai titik
temu antara UMKM dengan tamu pemerintahan, investor, dan mitra usaha,
sehingga berperan sebagai kanal business matching yang bernilai strategis.

Lokasi strategis lain yang berpotensi dikembangkan adalah kawasan
Solo Paragon Mall dan pusat perbelanjaan modern lainnya, yang selama ini
telah dimanfaatkan secara terbatas. Ke depan, kemitraan dengan pengelola
ritel modern perlu diarahkan dari sekadar penempatan produk temporer
menuju skema kerja sama yang lebih berkelanjutan, seperti rak khusus
UMKM lokal, sistem konsinyasi jangka menengah, atau kurasi produk
unggulan daerah. Pendekatan ini akan meningkatkan eksposur pasar
sekaligus melatih UMKM memenuhi standar ritel modern secara konsisten.

Selain pusat perbelanjaan, kawasan wisata dan transportasi strategis
seperti Koridor Slamet Riyadi, Stasiun Balapan, dan Terminal Tirtonadi juga
memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai titik pemasaran produk
UMKM, mengingat tingginya arus mobilitas masyarakat dan wisatawan.
Pengembangan outlet UMKM di kawasan ini dapat diarahkan untuk produk-
produk khas dan cinderamata lokal yang memiliki karakter cepat jual dan nilai
budaya tinggi.
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Lebih lanjut, Pasar Tradisional yang telah direvitalisasi, seperti Pasar
Gede, Pasar Klewer dan Pasar Jongke, juga dapat diintegrasikan dalam
strategi peningkatan nilai tambah UMKM Center. Dengan pendekatan kurasi
dan segmentasi produk, pasar tradisional tidak hanya berfungsi sebagai
ruang transaksi konvensional, tetapi juga sebagai ruang promosi produk
UMKM berkualitas yang menyasar wisatawan dan konsumen non-lokal.

Secara kebijakan, pengembangan multi-lokasi strategis ini akan
memperkuat keberlanjutan akses pasar UMKM, mengurangi ketergantungan
pada kegiatan promosi berbasis event yang bersifat temporer, serta
menciptakan multiplier effect ekonomi yang lebih luas di berbagai kawasan
kota. Dengan pengelolaan terintegrasi lintas perangkat daerah dan kemitraan
dengan sektor swasta, optimalisasi lokasi-lokasi strategis tersebut berpotensi
menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk meningkatkan nilai tambah
UMKM, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung visi pembangunan Kota
Surakarta sebagai kota kreatif dan berdaya saing tinggi.
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